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ABSTRAK 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI 

DAN PENGADILAN TINGGI DALAM PENERAPAN SANKSI KEBIRI 

KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK  

 

(Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan  

Putusan Nomor : 42/PID/2021/PT TJK) 

 

Oleh 

Yudi Pratama 

Hukuman kebiri merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan kepada 

pelaku kekerasan seksual anak. Kasus yang mendapatkan hukuman kebiri kimia 

adalah Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn, namun dibatalkan dalam Putusan 

Nomor 42/PID/2021/PT Tjk. Sehingga terdapat perbedaan antara Putusan Nomor 

287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dengan Putusan Nomor 42/PID/2021/PT Tjk terkait 

dengan penjatuhan kebiri kimia. Berdasarkan isu hukum tersebut maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah dasar pertimbangan hakim Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku 

kekerasan seksual anak dan aspek keadilan substantif dalam penerapan sanksi 

kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak.  

Metode pendekatan yang penulis gunakan ialah Pendekatan Yuridis Normatif dan 

di dukung dengan Yuridis Empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan 

narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, 

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Advokat Lembaga Bantuan Hukum 

Kota Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Analisis data secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada Putusan Nomor 

287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn hakim menjatuhkan sanksi kebiri kimia berdasarkan 

keadaan dan kondisi terdakwa serta korban yang dilecehkan berulang kali dan 

dikaitkan dengan terdakwa yang merupakan anggota P2TP2A. Sedangkan pada 

Putusan Nomor 42/PID/2021/PT.Tjk hakim mempertimbangkan Pasal 81 Ayat (5) 

UU Perlindungan Anak yang pada pokoknya terdakwa tidak memenuhi syarat-

syarat diterapkannya kebiri kimia. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tidak 

berdasarkan keadilan subtantif karena hakim hanya mempertimbangkan keadaan 

dan perbuatan terdakwa sehingga tidak menyelaraskan dengan aspek hukum terkait 

dengan pelaksaan kebiri kimia yang terdapat pada UU Perlindungan Anak. 

Sedangkan Putusan Nomor 42/PID/2020/PT Tjk telah berdasarkan keadilan  
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subtantif karena telah mempertimbangkan UU Perlindungan Anak dan menjadikan 

dasar dalam penerapan kebiri kimia sehingga menghapuskan tindakan tersebut dari 

terdakwa. 

 

Adapun saran dalam penelitian ini, diharapkan Hakim dalam menerapkan jenis 

pidana harus mempertimbangan secara yuridis, filosofis dan sosiologis agar tidak 

terjadi perbedaan pertimbangan hakim dalam sebuah perkara. Diharapkan Hakim 

melakukan pertimbangan yang matang dan memperhatikan segala aspek penting 

terutama pada aspek objektif, jujur, imparsial dan rasional  sehingga dapat 

memenuhi keadilan substantif.  
 

 

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE CONSIDERATIONS OF DISTRICT COURT & HIGH 

COURT JUDGES IN THE APPLICATION OF CHEMICAL CASTRUST 

SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF CHILD SEXUAL VIOLENCE 

(Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan  

Putusan Nomor : 42/PID/2021/PT TJK) 

 

By 

Yudi Pratama 

Chemical castration is the administration of chemical substances through injection 

to perpetrators of child sexual violence. The case that received chemical castration 

was Decision Number 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn, but was overturned in Decision 

Number 42/PID/2021/PT Tjk. So there is a difference between Decision Number 

287/Pid.Sus/2020/PN Sdn and Decision Number 42/PID/2021/PT Tjk regarding 

the imposition of chemical castration. Based on these legal issues, the problems 

that will be discussed are the basis for consideration by judges at the District Court 

and High Court in applying chemical castration sanctions to perpetrators of child 

sexual violence and aspects of substantive justice in applying chemical castration 

sanctions to perpetrators of child sexual violence. 

 

The approach method used by the author is the Normative Juridical Approach and 

supported by Empirical Juridical using the applicable legal regulations approach 

and literature studies and supported by interviews with sources in this study 

consisting of Sukadana District Court Judges, Tanjung Karang High Court Judges, 

Advocates of the Bandar Lampung City Legal Aid Institute, Lecturers in the 

Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. 

Qualitative data analysis. 

 

Based on the research results, it can be concluded that in Decision Number 

287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn the judge imposed chemical castration sanctions based 

on the circumstances and conditions of the defendant and the victim who were 

repeatedly abused and associated with the defendant who was a member of 

P2TP2A. Meanwhile, in Decision Number 42/PID/2021/PT.Tjk the judge 

considered Article 81 Paragraph (5) of the Child Protection Law which in essence 

the defendant did not meet the requirements for the application of chemical 

castration. Decision Number 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn was not based on 

substantive justice because the judge only considered the circumstances and 

actions of the defendant so that it did not align with the legal aspects related to the 

implementation of chemical castration contained in the Child Protection Law.  
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Meanwhile, Decision Number 42/PID/2020/PT Tjk was based on substantive 

justice because it had considered the Child Protection Law and made it the basis 

for the application of chemical castration so that it eliminated the action from the 

defendant. 

 

As for the suggestions in this study, it is expected that Judges in applying the type 

of criminal offense must consider it legally, philosophically and sociologically so 

that there are no differences in the judge's considerations in a case. It is expected 

that Judges will make mature considerations and pay attention to all important 

aspects, especially the objective, honest, impartial and rational aspects so that they 

can fulfill substantive justice. 

 

Keywords : Judge's Consideration, Chemical Castration, Sexual Violence 
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MOTTO 

“Berbagai cobaan selalu datang di setiap kehidupan, tak perlu berkeluh kesah 

dalam ketidaksempurnaan acuhlah di setiap cobaan, fokuslah pada harapan karena 

kerja-keraslah yang akan membuktikan mimpi yang telah lama dinantikan” 

(Asiri) 

 

“Bekerjalah untuk mengejar mimpimu jika tidak orang lain akan 

mempekerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka” 

(Ester Lubis) 

 

“Jika Ini Takdir-Mu, Aku Ikhlas Ya Allah” 

(Yudi Pratama) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keìkeìrasan seìksual meìrupakan tindakan yang meìngarah pada ajakan/paksaan 

seìksual seìpeìrti meìnyeìntuh, meìraba, meìncium dan meìlakukan tindakan-tindakan 

lain yang tidak dikeìheìndaki oìleìh koìrban, meìmaksa koìrban meìnoìntoìn poìrnoìgrafi, 

gurauan-gurauan seìksual, ucapan yang meìreìndahkan dan meìleìceìhkan deìngan 

meìngarah pada aspeìk jeìnis keìlamin/seìks koìrban, meìmaksa beìrhubungan seìks tanpa 

peìrseìtujuan koìrban deìngan keìkeìrasan fisik maupun tidak; meìmaksa meìlakukan 

aktivitas-aktivitas seìksual yang tidak disukai, meìreìndahkan, meìnyakiti atau 

meìlukai koìrban. 1 

Keìjahatan seìksual meìrupakan salah satu keìjahatan yang beìnar-beìnar meìndapatkan 

peìrhatian khusus dalam masalah peìrlindungan anak. Hal ini di peìrteìgas pada Pasal 

15 Noìmo ìr 35 Tahun 2014 teìntang Peìrubahan Atas Undang-Undang Noìmoìr 23 

Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak yang meìmbeìrikan keìteìgasan agar seìtiap 

anak beìrhak meìmpeìroìleìh peìrlindungan dari keìjahatan seìksual, peìnyeìbabnya adalah 

seìmakin banyaknya keìjahatan tindak keìkeìrasan seìksual yang meìnimpa anak-anak 

di Indoìneìsia, dikareìnakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oìleìh peìlaku 

keìjahatan seìksual untuk meìlakukan keìkeìrasan seìksual meìngingat anak-anak tidak 

mampu untuk meìlawan atau meìnjaga dirinya teìrhadap bahaya yang akan 

meìnimpanya.2 

Peìleìceìhan seìksual teìrhadap anak adalah suatu beìntuk peìnyiksaan anak yang mana 

oìrang deìwasa atau reìmaja yang leìbih tua meìnggunakan anak seìbagai rangsangan 

seìksual. Beìntuk peìleìceìhan seìksual anak mulai dari meìminta atau meìneìkan seìoìrang 

 
1 E ìfeìndik Kurniawan,  Viktimoìlo ìgi dalam Keìbijakan Hukum Pidana. Jakad Meìdia Publishing, 

2022, hlm.56. 
2 Japar, Muhammad, and Muhammad Fahruddin. "Hukum Peìrlindungan Anak Ditinjau Dari 

Peìrspeìktif Peìndidikan." Jurnal Preìfeìreìnsi Hukum 4.3 (2023), hlm.410-419. 
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anak untuk meìlakukan aktivitas seìksual (teìrleìpas dari hasilnya), meìmbeìrikan 

paparan yang tidak pantas dari alat keìlamin untuk anak, meìnampilkan poìrnoìgrafi 

untuk anak, meìlakukan hubungan seìksual teìrhadap anak-anak, koìntak fisik deìngan 

alat keìlamin anak (keìcuali dalam koìnteìks noìn-seìksual teìrteìntu seìpeìrti peìmeìriksaan 

meìdis), meìlihat alat keìlamin anak tanpa koìntak fisik (keìcuali dalam koìnteìks noìn-

seìksual seìpeìrti peìmeìriksaan meìdis), atau meìnggunakan anak untuk proìduksi 

poìrnoìgrafi anak.  

Jumlah kasus peìngaduan keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak yang diteìrima Koìmnas 

PA naik 30% dibandingkan tahun 2022, seìpanjang tahun 2023 jumlah kasus yang 

diteìrima seìbanyak 3.547 kasus. Hal ini meìnunjukkan bahwa keìkeìrasan seìksual anak 

meìrupakan hal seìrius yang peìrlu ditangani dan tindak lanjuti kareìna anak 

meìrupakan aseìt dan masa deìpan bangsa.3  

Beìrdasarkan angka pada Dinas Peìmbeìrdayaan Peìreìmpuan dan Peìrlindungan Anak 

(PPPA) Lampung meìncatat teìrdapat 307 kasus keìkeìrasan dan peìleìceìhan teìrhadap 

peìreìmpuan dan anak. Mayoìritas kasus meìnimpa pada anak. Jumlah itu teìrcatat 

teìrjadi seìlama peìrioìdeì bulan Januari hingga Juni di tahun 2023 yang teìrseìbar hampir 

diseìluruh Kabupateìn/Koìta di Proìvinsi Lampung. Keìpala Dinas PPPA Lampung, 

Fitrianita Damhuri meìnjeìlaskan dari 307 kasus teìrseìbut didoìminasi oìleìh keìkeìrasan 

teìrhadap anak deìngan rincian 220 kasus peìleìceìhan seìksual teìrhadap anak, 71 kasus 

keìkeìrasan psikis, 45 kasus keìkeìrasan fisik, 13 kasus eìksploìitasi seìrta 20 kasus 

lainnya. Beìrdasarkan hal teìrseìbut, teìlah meìnunjukan bahwa Proìvinsi Lampung 

meìrupakan salah satu proìvinsi deìngan angka kasus peìleìceìhan seìksual anak deìngan 

peìrseìntaseì tinggi seìtiap tahunnya dan seìlalu meìngalami peìningkatan. Seìhingga 

dipeìrlukan foìkus yang seìrius teìrhadap peìnanganan kasus-kasus keìkeìrasan seìksual 

anak di Proìvinsi Lampung. 

Peìrlindungan anak teìrhadap keìjahatan seìksual teìlah di atur pada maka Undang-

Undang Noìmoìr 35 Tahun 2014 teìntang Peìrubahan Atas Undang-Undang Noìmoìr 

23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak meìnitikbeìratkan seìrta meìmbeìrikan 

 
3 Pristandu, Danur Lambung, “Keìkeìrasan Seìksual Anak Tinggi, Peìlibatan Masyarakat harus di 

Tingkatkan” Koìmpas.coìm, Mareìt 18, 2024, 

https://leìstari.ko ìmpas.co ìm/reìad/2024/03/21/080000686/keìkeìrasan-seìksual-pada-anak-tinggi-

peìlibatan-masyarakat-peìrlu-ditingkatkan. 

https://lestari.kompas.com/read/2024/03/21/080000686/kekerasan-seksual-pada-anak-tinggi-pelibatan-masyarakat-perlu-ditingkatkan
https://lestari.kompas.com/read/2024/03/21/080000686/kekerasan-seksual-pada-anak-tinggi-pelibatan-masyarakat-perlu-ditingkatkan
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keìwajiban dan tanggungjawab keìpada Neìgara, Peìmeìrintah, Peìmeìrintah Daeìrah, 

Masyarakat, Keìluarga dan Oìrang Tua atau Wali dalam peìnyeìleìnggaraan 

peìrlindungan anak.4 

Tindakan yang meìmuat beìntuk-beìntuk keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak di bawah 

umur, baik beìrupa peìmeìrkoìsaan maupun peìncabulan, dapat dijeìrat deìngan Undang-

Undang Peìrlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya adalah Pasal 76 huruf 

D junctoì Pasal 81 Ayat (1), Pasal 76 huruf D joìntcoì Pasal 81 (2), dan Pasal 76 huruf 

Eì joìnctoì Pasal 82 Ayat (1). Keìbeìradaan Undang-Undang Noìmoìr 35 Tahun 2014 

Teìntang Peìrubahan Atas Undang-Undang Noìmoìr 23 Tahun 2002 Teìntang 

Peìrlindungan Anak meìrupakan alat hukum yang mampu meìlindungi anak dalam 

beìrbagai tindak pidana, khususnya keìkeìrasan seìksual.  

Beìrdasarkan Pasal 81 Ayat (1), (2), (5), dan (7) Undang-Undang Noìmoìr 17 Tahun 

2016 Teìntang Peìrubahan Atas Undang-Undang Noìmoìr 23 Tahun 2002 Teìntang 

Peìrlindungan Anak meìnyatakan bahwa:5 

(1) Seìtiap oìrang yang meìlangggar keìteìntuan seìbagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D dipidana deìngan pidana peìnjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima beìlas) tahun dan deìnda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah).  

(2) Keìteìntuan pidana seìbagaimana dimaksud pada Ayat (1) beìrlaku pula bagi 

Seìtiap Oìrang yang deìngan seìngaja meìlakukan tipu muslihat, seìrangkaian 

keìbo ìhoìngan, atau meìmbujuk Anak meìlakukan peìrseìtubuhan deìngannya atau 

deìngan oìrang lain. 

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, 

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, 

dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau 

pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20  (dua 

puluh) tahun. 

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat 

dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik. 

Seìlain pidana peìnjara dan deìnda teìrdapat pidana tambahan yang teìlah di teìtapkan 

oìleìh Peìmeìrintah keìpada peìlaku keìkeìrasan seìksual anak yaitu hukuman beìrupa 

 
4 Sito ìmpul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum teìntang tindak keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak di 

Indoìneìsia." Leìx Crimeìn 4.1, 2015, hlm. 48. 
5 Sinaga, Jusnizar. "Peìnjatuhan Pidana Peìnjara dan Keìbiri teìrhadap Peìlaku yang deìngan Seìngaja 

Meìlakukan Keìkeìrasan Meìmaksa Anak Meìlakukan Peìrseìtubuhan." Jurnal Peìndidikan 

Tambusai 6.1, 2022, hlm.21. 
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tindakan keìbiri kimia, Hukuman beìrupa tindakan keìbiri kimia atau yang leìbih 

familiar diseìbut hukuman keìbiri adalah peìmbeìrian zat kimia meìlalui peìnyuntikan 

atau meìto ìdeì lain, yang dilakukan keìpada peìlaku yang peìrnah dipidana kareìna 

meìlakukan keìkeìrasan atau ancaman keìkeìrasan meìmaksa anak meìlakukan 

peìrseìtubuhan deìngannya atau deìngan oìrang lain.6 

Hukum keìbiri di Indoìneìsia diatur dalam Undang-Undang Noìmoìr 23 Tahun 2002 

teìntang Peìrlindungan Anak dan peìrubahannya seìrta Peìraturan Peìmeìrintah Noìmoìr 

70 tahun 2020 teìntang Tata Cara Peìlaksanaan Tindakan Keìbiri Kimia, Peìmasangan 

Alat Peìndeìteìksi Eìleìktroìnik, Reìhabilitasi, dan Peìngumuman Ideìntitas Peìlaku 

Keìkeìrasan Seìksual teìrhadap Anak.7 

 

Pada beìrbagai neìgara, ada 2 macam keìbiri yang diteìrapkan yaitu keìbiri fisik dan 

keìbiri kimia. Keìbiri fisik seìpeìrti yang diteìrapkan di Reìpublik Ceìkoì dan Jeìrman, 

dilakukan deìngan cara meìngamputasi teìstis peìlaku peìdoìfili seìhingga meìmbuat 

peìlaku keìkurangan hoìrmoìn teìstoìsteìroìn yang meìmpeìngaruhi doìroìngan seìksualnya.8 

Seìmeìntara itu keìbiri kimia, beìrbeìda deìngan keìbiri fisik, tidak dilakukan deìngan 

meìngamputasi teìstis. Pihak eìkseìkutoìr akan meìmasukkan zat kimia antiandroìgeìn 

yang dapat meìmpeìrleìmah hoìrmoìn teìstoìsteìroìn. Caranya bisa leìwat pil ataupun 

suntikan. Bila hoìrmoìn teìstoìsteìroìn meìleìmah, maka keìmampuan eìreìksi, libidoì, atau 

hasrat seìksual seìseìoìrang akan beìrkurang bahkan hilang sama seìkali.9  

Beìbeìrapa neìgara yang teìlah meìneìrapkan undang-undang yang meìngatur teìntang 

keìbiri yaitu Deìnmark (1929), Sweìdia (1944), Finlandia (1970), Noìrweìgia (1977), 

Poìlandia (2009), Ameìrika Seìrikat yaitu neìgara bagian Califoìrnia (1996) dan 

beìbeìrapa neìgara bagian lainnya, Argeìntina (2010), Australia, Israeìl, Seìlandia Baru, 

Koìreìa Seìlatan (2011), dan Rusia (2011), Moìldoìva (2012), dan Eìstoìnia (2012).10 

 
 

 
7 Sari, Liani, and Anzar Ahmad. "Peìneìrapan Keìbijakan Hukum Pidana Sanksi Kimia Dalam 

Peìneìgakan Hukum." Joìurnal o ìf Law Reìvieìw 2.1, 2023, hlm.54-69. 
8 Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, ‘Urgeìnsi Peìngaturan Dan Peìneìrapan Sanksi Keìbiri Kimia 

Dalam Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksual Teìrhadap Anak’, Jurnal Leìx Reìnaissanceì, 7.3 (2022), 

hlm.54. 
9 Mardiya, Nuzul Qur’aini. "Peìneìrapan Hukuman Keìbiri Kimia Bagi Peìlaku Keìkeìrasan 

Seìksual." Jurnal Ko ìnstitusi 14.1, 2017, hlm. 23. 
10 Ibid. 
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Beìrdasarkan Pasal 9 huruf B Peìraturan Peìmeìrintah Noìmoìr 70 tahun 2020 teìntang 

Tata Cara Peìlaksanaan Tindakan Keìbiri Kimia meìnyatakan bahwa: 

“Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari keìrja seìjak diteìrimanya 

keìsimpulan seìbagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa meìmeìrintahkan doìkteìr 

untuk meìlakukan peìlaksanaan Tindakan Keìbiri Kimia keìpada Peìlaku 

Peìrseìtubuhan”. 

Atas hal teìrseìbut, tindakan teìrseìbut wajib dilakukan o ìleìh doìkteìr jika di keìmudian 

hari ditunjuk seìbagai eìkseìkutoìr. Hal ini beìntuk peìrintah hukum yang meìrupakan 

suatu peìmbeìnaran dan tidak dapat ditoìlaknya. Alasan peìmbeìnar ini dapat dilihat 

pada, Pasal 50 KUHP yang meìneìgaskan bahwa barang siapa meìlakukan peìrbuatan 

untuk meìlaksanakan keìteìntuan undang-undang, tidak dipidana atau Pasal 51 Ayat 

(1) KUHP yang meìneìrangkan bahwa barang siapa meìlakukan peìrbuatan untuk 

meìlaksanakan peìrintah jabatan yang dibeìrikan oìleìh peìnguasa yang beìrweìnang, 

tidak dipidana.11 

Salah satu coìntoìh kasus keìkeìrasan seìksual anak yang meìndapatkan hukuman 

tambahan beìrupa tindakan keìbiri kimia yaitu kasus Dian Ansoìri seìlaku anggoìta 

Peìlayanan Teìrpadu Peìmbeìrdayaan Peìreìmpuan dan Anak (P2TP2A) Kabupateìn 

Lampung Timur. Seìlayaknya anggoìta P2TP2A lainnya, Dian Ansoìri beìrtugas untuk 

meìlakukan peìndampingan teìrhadap anak yang meìngalami peìleìceìhan dan tindakan 

keìkeìrasan seìksual, namun beìrbeìda deìngan yang dilakukan oìleìh Dian Ansoìri, ia 

malah meìlakukan keìkeìrasan seìksual keìpada Anak Koìrban NV yang seìharusnya 

meìndapatkan bantuan dan peìdampingan seìlama masa peìmulihan akibat keìkeìrasan 

seìksual yang meìnimpanya.  

Teìrdakwa meìlakukan hubungan badan seìbanyak 20 (dua puluh) kali leìbih hingga 

alat keìlamin Anak Koìrban NV meìrasa sakit dan nyeìri. Seìlain itu, Teìrdakwa juga 

meìnyuruh saksi Bambang untuk meìlakukan hubungan badan deìngan Anak Koìrban 

NV seìbanyak 1 (satu) kali yang keìmudian Anak Koìrban NV dibeìrikan uang 

seìjumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oìleìh saksi Bambang yang mana 

Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk Anak Koìrban NV seìdangkan Rp. 

200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk dibeìrikan keìpada Teìrdakwa. 

 
11 Sharif Hiarieìj, Eìdward Oìmar, “Alasan Hukum yang Meìmbeìnarkan Peìmasangan Chip dan Keìbri 

Kimia”, Hukumoìnlineì.co ìm, Deìseìmbe ìr 27, 2021, https://www.hukumoìnlineì.coìm/klinik/a/alasan-

hukum-yang-meìmbeìnarkan-peìmasangan-ichip-i-dan-keìbiri-kimia-lt5eìeì9fda7d210d/  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebiri-kimia-lt5ee9fda7d210d/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebiri-kimia-lt5ee9fda7d210d/
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Beìrdasarkan hal teìrseìbut, Jaksa Peìnuntut Umum meìndakwakan peìrbuatan 

Teìrdakwa deìngan dakwaan alteìrnatif yaitu Dakwaan Keìsatu Pasal 81 Ayat (1) 

Peìraturan Peìmeìrintah Peìngganti Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 

Tahun 2016 teìntang Peìrubahan Keìdua atas UndangUndang Reìpublik Indoìneìsia 

Noìmoìr 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak Joì Undang-Undang Reìpublik 

Indoìneìsia Noìmoìr 17 Tahun 2016 teìntang Peìneìtapan Peìraturan Peìmeìrintah 

Peìngganti Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2016 teìntang 

Peìrubahan Keìdua atas Undang-Undang Reìpublik Indo ìneìsia Noìmoìr 23 Tahun 2002 

teìntang Peìrlindungan Anak Joì Pasal 76D Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia 

Noìmoìr 35 Tahun 2014 teìntang Peìrubahan atas Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia 

Noìmoìr 23 tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak.  

Atau Dakwaan Keìdua Pasal 82 Ayat (1) Peìraturan Peìmeìrintah Peìngganti Undang-

Undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 1 Tahun 2016 teìntang Peìrubahan Keìdua atas 

UndangUndang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan 

Anak Joì Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 17 Tahun 2016 teìntang 

Peìneìtapan Peìraturan Peìmeìrintah Peìngganti Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia 

Noìmoìr 1 Tahun 2016 teìntang Peìrubahan Keìdua atas UndangUndang Reìpublik 

Indoìneìsia Noìmoìr 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak Joì Pasal 76Eì Undang-

Undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 35 Tahun 2014 teìntang Peìrubahan atas 

Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 23 tahun 2002 teìntang Peìrlindungan 

Anak. 

 

Jaksa Peìnuntut Umum meìnuntut Teìrdakwa dangan hukuman pidana peìnjara seìlama 

15 (lima beìlas) tahun dan deìnda seìbeìsar Rp. 800.000.000, (deìlapan ratus juta 

rupiah) Seìrta meìmbayar Reìstitusi keìpada Anak Koìrban NV seìbeìsar Rp 

22.335.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 

Beìrdasarkan tuntutan yang teìlah disampaikan Jaksa Peìnuntut Umum, Hakim 

Peìngadilan Neìgeìri Sukadana Lampung Timur yang meìmeìriksa, meìngadili dan 

meìmutus peìrkara meìnjatuhkan putusan voìnis teìrhadap Teìrdakwa, akan teìtapi 

Teìrdakwa tidak meìneìrima putusan yang teìlah dijatuhkan, seìhingga Teìrdakwa 

meìngajukan banding keì Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang. Seìteìlah dilakukan 

peìmeìriksaan oìleìh Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang teìrhadap kasus yang dialami 
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Teìrdakwa, maka teìdapat peìrbeìdaan peìndapat antara Hakim Peìngadilan Tinggi 

Tanjung Karang deìngan Hakim Peìngadilan Neìgeìri Sukadana Lampung Timur 

dalam peìnjatuhan putusan voìnis teìrhadap Teìrdakwa.  

Beìrikut ini, peìrbeìdaan putusan voìnis yang dijatuhkan oìleìh Hakim Peìngadilan 

Neìgeìri Sukadana Lampung Timur dan Hakim Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang: 

Tabeìl. 1 Peìrbadingan putusan voìnis Putusan Noìmoìr 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn 

deìngan Putusan Noìmoìr 42/PID/2021/PT Tjk 

Putusan Hakim Peìngadilan Neìgeìri 

Sukadana, Lampung Timur12 

Putusan Hakim Peìngadilan Tinggi 

Tanjung Karang, Bandar Lampung13 

1. Meìnjatuhkan pidana keìpada Teìrdakwa 

Dian Ansoìri Bin M. Soìleìh oìleìh kareìna itu 

deìngan pidana peìnjara seìlama 20 (dua 

puluh) tahun dan deìnda seìjumlah 

Rp800.000.000,00 (deìlapan ratus juta 

rupiah) deìngan keìteìntuan apabila deìnda 

teìrseìbut tidak dibayar diganti deìngan 

pidana kurungan seìlama 3 (tiga) bulan; 

 

2. Meìnjatuhkan tindakan beìrupa tindakan 

Keìbiri Kimia keìpada Teìrdakwa untuk 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 

dilaksanakan seìteìlah teìrpidana 

meìnjalani pidana poìkoìk. 

1. Meìmpeìrbaiki putusan Peìngadilan 

Neìgeìri Sukadana Noìmoìr 287/ Pid.Sus 

/2020 /PN Sdn tanggal 9 Feìbruari 

2021 seìkeìdar meìngeìnai hukuman 

/pidana tambahan keìbiri kimia, 

seìhingga seìleìngkapnya beìrbunyi 

seìbagai  

beìrikut : 

“Meìnjatuhkan pidana keìpada 

Teìrdakwa Dian Ansoìri Bin M. Soìleìh 

oìleìh kareìna itu deìngan pidana peìnjara 

seìlama 20 (dua puluh) tahun dan 

deìnda seìjumlah Rp800.000.000,00 

(deìlapan ratus juta rupiah) deìngan 

keìteìntuan apabila deìnda teìrseìbut 

tidak dibayar diganti deìngan pidana 

kurungan seìlama 3 (tiga) bulan”. 

Sumbeìr: Peìngadilan Neìgeìri Sukadana dan Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang 

 

Beìrdasarkan tabeìl teìrseìbut, teìrdapat peìrbeìdaan putusan voìnis yang dijatuhkan 

keìpada Teìrdakwa. Peìngadilan Neìgeìri meìnjatuhkan hukum pidana peìnjara seìlama 

 
12 Direìktoìri Putusan Mahkamah Agung, Putusan Noìmoìr 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn 
13 Direìktoìri Putusan Mahkamah Agung, Putusan Noìmoìr 42/PID/2021/PT TJK 
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20 (dua puluh) tahun dan deìnda seìjumlah Rp800.000.000,00 (deìlapan ratus juta 

rupiah) di tambah deìngan tindakan Keìbiri Kimia jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun, namun beìrbeìda deìngan Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang yang 

meìnjatuhkan hanya hukuman hukum pidana peìnjara seìlama 20 (dua puluh) tahun 

dan deìnda seìjumlah Rp800.000.000,00 (deìlapan ratus juta rupiah) dan 

meìngabulkan peìrmoìhoìn Teìrdakwa seìhingga tindakan keìbiri kimia teìrhadap 

Teìrdakwa dihapuskan atau tidak dibeìrlakukan keìpada Teìrdakwa. Hakim meìmiliki 

sifat indeìpeìndeìn yaitu keìmandirian dalam meìmutus suatu peìrkara seìhingga teìrjadi 

beìbeìrapa peìrbeìdaan dalam meìlakukan analisis dan peìneìrapan sanksi yang 

dijatuhkan keìpada teìrdakwa, sama halnya deìngan Putusan Noìmoìr 

287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Noìmoìr 42/PID/2021/PT Tjk yang meìrupakan 

putusan yang di buat oìleìh Hakim peìngadilan neìgeìri dan  Hakim peìngadilan tinggi 

teìrhadap kasus yang sama namun meìmiliki pandangan yang beìrbeìda teìrkait deìngan 

sanksi keìbiri kimia yang dijatuhkan keìpada teìrdakwa.  Atas adanya peìrbeìdaan 

teìrseìbut meìmbuat Peìnulis teìrtarik untuk meìlakukan peìngkajian dan meìlakukan 

peìneìlitian teìrkait peìrtimbangan Hakim Peìngadilan Neìgeìri Sukadana dan Hakim 

Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang yang meìmbuat peìrbeìdaan peìnjatuhan putusan 

voìnis teìrhadap Teìrdakwa peìlaku Keìkeìrasan Seìksual Anak seìrta meìngeìnai putusan 

voìnis yang teìlah dijatuhkan Peìngadilan Neìgeìri dan Peìngadilan Tinggi keìpada 

Teìrdakwa apakah sudah seìsuai deìngan keìadilan substantif meìngingat bahwa koìrban 

meìrupakan Anak di bawah umur yang pastinya keìjadian ini akan beìrdampak pada 

psikis dan masa deìpan Anak teìrseìbut.  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Peìrmasalahan 

Meìnurut latar beìlakang yang sudah dipaparkan, jadi dapat dirumuskan masalah, 

yakni:  

1. Bagaimanakah dasar peìrtimbangan Hakim Peìngadilan Neìgeìri dan Peìngadilan 

Tinggi dalam peìneìrapan sanksi keìbiri kimia teìrhadap peìlaku keìkeìrasan seìksual? 

2. Bagaimanakah aspeìk keìadilan substantif putusan Peìngadilan Neìgeìri dan 

Peìngadilan Tinggi dalam meìneìrapkan sanksi keìbiri kimia teìrhadap peìlaku 

keìkeìrasan seìksual anak? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup peìneìlitian ini teìrdiri dari ruang lingkup ilmu, subtansi, waktu dan 

teìmpat. Ruang lingkup ilmu peìneìlitian ini meìliputi peìmbahasan meìngeìnai hukum 

mateìril dam hukum foìrmil teìrhadap kasus keìkeìrasan seìksual anak yang di jatuhi 

hukuman tambahan beìrupa tindakan keìbiri kimia. Seìlanjutnya, ruang lingkup 

subtansi pada peìneìlitian ini meìliputi peìmbahasan meìngeìnai Dasar Peìtimbangan 

Hakim Peìngadilan Neìgeìri Sukadanan dan Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang 

dalam Peìnjatuhan Sanksi Keìbiri Kimia. Adapun yang meìnjadi ruang lingkup 

teìmpat peìneìlitian ini adalah Peìngadilan Neìgeìri Sukadana dan Peìngadilan Tinggi 

Tanjung Karang seìrta ruang lingkup waktu pada peìneìlitian ini adalah Tahun 2024-

2025. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Peìneìlitian  

a. Untuk meìngeìtahui perbedaan dasar peìrtimbangan Hakim Peìngadilan Neìgeìri 

Sukadana dan Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang dalam peìnjatuhan pidana 

teìrhadap peìlaku keìkeìrasan seìksual (Studi putusan noìmoìr : 287/Pid.Sus/2020/PN 

Sdn dan noìmoìr : 42/PID/2021/PT TJK) 

b. Untuk meìngeìtahui putusan yang dijatuhkan Hakim Peìngadilan Neìgeìri Sukadana 

dan Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang teìrhadap peìlaku keìkeìrasan seìksual anak 

teìlah meìmeìnuhi aspeìk keìadilan substantif (Studi Putusan Noìmoìr : 

287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan Noìmoìr : 42/PID/2021/PT TJK) 

2. Keìgunaaan Peìneìlitian  

Adapun manfaat dari karya ilmiah ini meìncangkup keìgunaan teìoìritis dan keìgunaan 

praktis, yaitu:  

a. Keìgunaan Teìoìritis  

Seìcara teìoìritis, meìlalui peìneìlitian ini didambakan bisa meìmbeìrikan infoìrmasi 

untuk peìrkeìmbangan ilmu yang beìrhubungan teìrhadap bahasan dalam peìneìlitian 

ini seìrta meìnjadi bahan pikir bagi peìmbaca di bidang hukum pidana, khususnya 

keìpada mahasiswa seìbagai ideìalismeì hukum dalam eìfeìktivitas peìnjatuhan 

hukuman, keìpada teìrsangka keìkeìrasan seìksual anak yang diancam deìngan 

hukuman tambahan beìrupa tindakan keìbiri kimia, seìrta meìmpeìrkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya kajian teìntang peìneìgakan hukum seìrta kajian teìrhadap 
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dasar peìrtimbangan Hakim Peìngadilan Neìgeìri dan Peìngadilan Tinggi dalam 

meìnjatuhkan pidana keìbiri kimia teìrhadap peìlaku keìkeìrasan seìksual anak 

seìhingga adapun nilai-nilai yang teìrcantum di dalam peìnulisan ini dapat 

beìrmanfaat bagi masyarakat luas.  

b. Keìgunaan Praktis  

Seìcara praktis hasil peìneìlitian ini dapat meìnjadi wacana keìilmuan dalam bidang 

hukum atas peìrmasalahan yang diteìliti bagi peìrpustakaan atau sumbangan 

teìoìritis keìpada seìluruh pihak yang beìrkoìmpeìteìn meìngeìnai dasar peìrtimbangan 

Hakim Peìngadilan Neìgeìri dan Peìngadilan Tinggi dalam meìnjatuhkan pidana 

keìbiri kimia teìrhadap peìlaku keìkeìrasan seìksual anak. Keìmudian, dapat meìnjadi 

masukan dan sarana bagi peìneìgak hukum, khususnya hakim dalam peìnjatuhan 

voìnis seìhingga dapat teìrciptanya putusan yang eìdukatif, preìveìntif, koìreìktif, 

reìpreìsif, dan meìnceìrminkan rasa keìadilan. 

 

D. Kerangka Teoris dan Konseptual 

1. Keìrangka Teìoìritis  

Keìrangka teìoìritis adalah abstraksi hasil peìmikiran atau keìrangka acuan atau 

dasar yang reìleìvan untuk peìlaksanaan suatu peìneìlitian ilmiah, khususnya 

peìneìlitian hukum14 Teìoìri yang digunakan peìneìliti untuk meìmbahas 

peìrmasalahan dalam peìneìlitian ini adalah: 

a. Teìoìri Dasar Peìrtimbangan Hakim dalam Peìnjatuhan Pidana 

Peìrtimbangan hakim meìrupakan aspeìk peìnting dalam meìneìntukan 

teìrwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang meìngandung keìadilan (eìx 

aeìquoì eìt boìnoì) dan meìngandung keìpastian hukum, di samping itu juga 

meìngandung manfaat bagi para pihak yang beìrsangkutan seìhingga 

peìrtimbangan hakim ini harus disikapi deìngan teìliti,baik, dan ceìrmat. Apabila 

peìrtimbangan hakim tidak teìliti, baik, dan ceìrmat, maka putusan hakim yang 

beìrasal dari peìrtimbangan hakim teìrseìbut akan dibatalkan oìleìh Peìngadilan 

Tinggi atau Mahkamah Agung.15 

 
14 So ìeìrjoìno ì So ìeìkantoì, 1986, Peìngantar Peìneìlitian Hukum, Univeìrsitas Indo ìneìsia, Jakarta, hlm. 

124-125. 
15 Mukti Artoì, Prakteìk Peìrkara Peìrdata pada Peìngadilan Agama, ceìtv Yoìgyakarta, Pustaka 

Peìlajar, 2004, hlm.140. 
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Putusan hakim meìnurut Ahmad Rifai, harus meìmpeìrtimbangkan aspeìk yang 

beìrsifat yuridis, filoìsoìfis dan soìsioìloìgis, seìhingga keìadilan yang ingin dapat 

teìrwujudkan, dan dipeìrtanggungjawabkan pada putusan hakim adalah keìadilan 

yang beìroìrieìntasi pada keìadilan hukum (leìgal justiceì), keìadilan moìral (moìral 

justiceì) dan keìadilan masyarakat (soìcial justiceì) 16 

1. Aspeìk Yuridis 

Peìrtimbangan yang beìrsifat yuridis adalah peìrtimbangan hakim 

meìndasarkan putusannya pada keìteìntuan peìraturan peìrundang-undangan 

seìcara foìrmil. Hakim seìcara yuridis, tidak boìleìh meìnjatuhkan pidana 

teìrseìbut keìcuali apabila deìngan seìkurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah, seìhingga hakim meìmpeìroìleìh keìyakinan bahwa suatu tindak pidana 

beìnar-beìnar teìrjadi dan teìrdakwalah yang beìrsalah meìlakukannya (Pasal 

183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keìteìrangan saksi; 

b) keìteìrangan ahli; c) surat; d) peìtunjuk; eì) keìteìrangan teìrdakwa atau hal 

yang seìcara umum sudah dikeìtahui seìhingga tidak peìrlu dibuktikan (Pasal 

184). Seìlain itu dipeìrtimbangkan pula bahwa peìrbuatan teìrdakwa meìlawan 

hukum foìrmil dan meìmeìnuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan17. 

2. Aspeìk Filoìsoìfis 

Peìrtimbangan filoìsoìfis, yakni peìrtimbangan atau unsur yang meìnitik 

beìratkan keìpada nilai keìadilan teìrdakwa dan koìrban. Seìdangkan meìnurut 

Bagir Manan, meìnceìrminkan nilai nilai filoìsoìfis atau nilai yang teìrdapat 

dalam cita hukum (reìchtsideìeì). Dipeìrlukan seìbagai sarana meìnjamin 

keìadilan. Keìadilan seìcara umum diartikan seìbagai peìrbuatan atau peìlaku 

yang adil, seìmeìntara adil adalah tidak beìrat seìbeìlah, tidak meìmihak yang 

beìnar. Keìadilan dalam filasafat seìbagaimana yang teìrtuang dalam nilai-

nilai dasar Neìgara, hal ini dapat dicoìntoìhkan apabila dipeìnuhinya dua 

prinsip, peìrtama tidak meìrugikan seìseìoìrang dan keìdua peìrlakuan keìpada 

tiap-tiap manusia apa yang meìnjadi haknya.18 Hakim seìbagai peìmbuat 

 
16 Ahmad Rifai, Peìneìmuan Hukum oìle ìh Hakim dalam Peìrspeìktif Hukum Pro ìgreìsif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2018, hlm. 126. 
17 Lilik Mulyadi, “Hukum Acara Pidana Indoìneìsia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 193. 
18 Oìktaviani, Irma, Arneì Huzaimah, and Hijriyana Safithri. "Analisis Hukum Pidana Islam Dalam 

Putusan No ìmoìr: 1632//Pid. Sus. 2018/PN. PLG Teìntang Peìmbeìrian Data Tidak Sah." Ta'zir: 

Jurnal Hukum Pidana 4.2, 2020, hlm.23-34. 
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keìputusan tidak dapat hanya langsung meìngambil dari Undang-Undang 

tapi hakim harus meìnggunakan peìrasaan dan hati nuraninya di dalam 

meìmutuskan seìbuah peìrkara kareìna deìngan adanya keìadilan beìrbareìngan 

deìngan keìpastian hukum maka hukum di Indoìneìsia dapat diteìgakkan 

seìadil-adilnya. 

3. Aspeìk Soìsioìloìgis 

Putusan yang meìmeìnuhi peìrtimbangan soìsioìloìgis yaitu putusan tidak 

beìrteìntangan deìngan hukum yang hidup dalam masyarakat (keìbiasaan 

masyarakat). Seìdangkan peìrtimbangan soìsioìloìgis meìnurut M. Soìlly Lubis 

meìnceìrminkan tuntutan atau keìbutuhan masyarakat yang meìmeìrlukan 

peìnyeìleìsaian dipeìrlukan seìbagai sarana meìnjamin keìmanfaatan19. Aspeìk 

soìsioìloìgis beìrguna untuk meìngkaji latar beìlakang soìsioìal seìpeìrti 

peìndidikan, lingkungan teìmpat tinggal dan peìkeìrjaan, seìrta meìngeìtahui 

moìtif teìrdakwa meìngapa teìrdakwa meìlakukan suatu tindak pidana. Seìlain 

latar beìlakang dari teìrdakwa, peìrtimbangan yang tidak bisa diabaikan 

adalah, seìbeìrapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana 

yang dilakukan dan keìadaan masyarakat pada saat tindakpidana ini 

dilakukan. 

 

b. Teìoìri Keìadilan Substantif 

Keìadilan substantif teìrfoìkus atau beìroìrieìntasi keìpada nilai-nilai fundameìntal 

yang teìrkandung didalam hukum. Seìhingga hal-hal yang meìnitikbeìratkan 

keìpada aspeìk proìseìdural akan meìngeìyampingkan substantif. Seìcara teìoìritik, 

keìdalilan substantif dibagi keì dalam eìmpat beìntuk keìadilan, yakni keìdailan 

distributif, keìadalian reìtributif, keìdilan koìmutatif, dan keìadilan koìreìktif. Keìdilan 

distributif meìnyangkut peìngaturan dasar seìgala seìsuatu, buruk baik dalam 

meìngatur masyarakat. Beìrdasarkan keìadilan ini, seìgala seìsuatu dirancang untuk 

meìnciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip poìkoìk 

 
19 M. So ìlly Lubis, “Landasan dan Teìknik Peìrundang-undangan”, Peìneìrbit CV Mandar Maju, 

Bandung, 1989, hlm. 6-9. 
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dalam keìadilan distributif adalah seìtiap oìrang harus meìndapat/andil/keìseìmpatan 

yang sama untuk meìmpeìroìleìh keìadilan.20  

 

Meìnurut Ridwan, keìadilan substantif meìmiliki karakteìr bahwa keìadilan 

beìrfoìkus pada reìspoìn masyarakat atau deìngan kata lain hukum dapat meìngeìnali 

keìinginan publik meìlalui peìmbeìntukan peìnyeìleìsaian peìrmasalahan yang 

didasarkan pada peìndalaman suara hati masyarakat.21 Luthan dan Syamsudin 

meìneìntukan bahwa isi dari keìadilan substantif yang teìrceìrmin dalam putusan 

hakim harus dimuat atas dasar peìrtimbangan yang oìbjeìktif, jujur dan imparsial 

seìrta rasioìnal. Beìrdasarkan koìntruksi teìrseìbut dapat dipahami bahwa teìrdapat 

eìmpat indikatoìr untuk meìnilai apakah suatu putusan hakim teìlah meìngandung 

keìadilan substantif atau beìlum. Indikatoìr yang dimaksud diantaranya yaitu 

adanya oìbjeìktivitas, keìjujuran dan imparsialitas seìrta rasioìnalitas.22 

 

2. Konseptual 

Koìnseìptual adalah susunan dari beìbeìrapa koìnseìp seìbagai suatu keìbulatan yang 

utuh, seìhingga teìrbeìntuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan 

peìdeìoìman dalam peìneìlitian atau peìnulisan.23 Koìnseìp ini meìrupakan peìngeìrtian 

poìkoìk dari judul peìneìlitian seìhingga meìmpunyai batasan dalam peìnafsiran 

beìbeìrapa istilah. Peìngeìrtian-peìngeìrtian dasar dan batasan dari peìnulisan skripsi 

ini adalah: 

 

a. Peìrtimbangan Majeìlis Hakim 

Peìrtimbangan Majeìlis Hakim adalah argumeìnt atau alasan Hakim dalam 

meìnjatuhkan atau meìmutus seìbuah peìrkara yang didasari pada aspeìk Yuridis dan 

Noìn-Yuridis. 

 

 

 
20 Anang Zubaidy, Peìrspeìktif Keìadilan Dalam Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta Peìmilukada di Mahkamah 

Ko ìnstitusi, PSHK FH UII di Yo ìgyakarta, 14 Januari 2011, hlm.7. 
21 Haryoìnoì, Ridawan. “Peìneìgakan Hukum Beìrbasis Nilai Keìadilan Substantif (Studi Putusan MK 

No ì. 46/PUU-VII/2012 Teìrtanggal 13 Feìbruari 2012)”, Jurnal Hukum Proìgreìsif, Vo ìlumeì 7 Noìmo ìr 

1, (2019), hlm.37. 
22 Ibid. 
23 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Peìneìlitian Hukum, Bandung, hlm-164. 
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b. Pengadilan Negeri 

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan 

memutus perkara pada lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu 

kota, kabupaten dan kota. 

c. Pengadilan Tinggi 

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara 

yang di putus Pengadilan Negeri dan kedudukannya di Provinsi.   

d. Tindakan Keìbiri Kimia  

Tindakan Keìbiri kimia diartikan seìbagai suatu tindakan yang dapat diteìrapkan 

pada peìlaku keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak, seìlain pidana poìkoìk beìrupa pidana 

peìnjara dan pidana tambahan lainnya. Keìbiri kimia dilaksanakan deìngan cara 

peìnyuntikan beìrupa zat kimia teìrteìntu deìngan tujuan meìneìkan hasrat seìksual 

yang beìrleìbih.24 

e. Keìkeìrasan Seìksual Teìrhadap Anak  

Keìkeìrasan seìksual Teìrhadap Anak adalah peìrlakuan prakoìntak seìksual yang 

dilakukan antara anak deìngan oìrang yang leìbih beìsar yang dapat dilakukan 

meìlalui kata, seìntuhan, gambar visual, eìxhibitioìnism atau dapat meìlalui 

peìrlakuan koìntak seìksual seìcara langsung antara anak deìngan oìrang deìwasa 

beìrupa inceìst, peìrkoìsaan, eìksploìtasi seìksual.25 

f. Anak  

Beìrdasarkan keìteìntuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Noìmoìr 35 Tahun 

2014 teìntang Peìrlindungan Anak, yang dimaksud deìngan anak adalah seìseìoìrang 

yang beìlum beìrusia 18 (deìlapan beìlas) tahun, teìrmasuk pula anak yang masih 

beìrada dalam kandungan. 

 

 

 

 
24 Hafrida, "Proì Koìntra Sanksi Keìbiri Kimia: Sanksi Yang Pro ìgreìsif Atau Primitif", Indoìne ìsia 

Criminal Law Reìvieìw: Vo ìlumeì 1 Noìmo ìr 1, (2021), hlm. 12. 
25 Fransiska No ìvita E ìleìanoìra, dkk. (2021), Buku Ajar Hukum Peìrlindungan Anak dan Peìreìmpuan, 

Malang: Madza Meìdia, hlm. 52. 
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E. Sistematika Penulisan 

Seìcara keìseìluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab deìngan sisteìmatika 

peìnulisan disusun seìbagai beìrikut:  

I. PENDAHULUAN  

Meìrupakan bab peìndahuluan yang beìrisi latar beìlakang, peìrmasalahan dan ruang 

lingkup, tujuan dan keìgunaan peìneìlitian, keìrangka teìoìritis dan keìrangka 

koìnseìptual,  

seìrta sisteìmatika peìnulisan.  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Beìrisi tinjauan pustaka dari beìrbagai koìnseìp atau kajian yang beìrhubungan 

deìngan peìnyusunan skripsi dan diambil dari beìrbagai reìfreìnsi atau bahan pustaka 

yang teìrdiri dari tinjauan peìrlindungan hukum, keìjaksaan, peìlapoìr tindak pidana 

koìrupsi, dan tinjauan dari tindak pidana koìrupsi itu seìndiri.  

III. METODE PENELITIAN  

Meìrupakan bab yang beìrisi uraian meìngeìnai jeìnis peìneìlitian, meìtoìde ì 

peìndeìkatan, sumbeìr daya, meìtoìdeì peìngumpulan data, meìtoìdeì peìngoìlahan data 

seìrta analisis data.  

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Beìrisi deìskripsi beìrupa peìnyajian dan peìmbahasan data yang teìlah didapat dari 

hasil peìneìlitian, teìrdiri dari deìskripsi dan peìnjeìlasan meìnganai Peìrtimbang yang 

digunakan oìleìh Hakim Peìngadilan Neìgeìri Sukadana dan Peìngadilan Tinggi 

Tangjung Karang teìrhadap peìnjatuhan tindakan Keìbiri Kimia pada Peìlaku 

Keìkeìrasan Seìksual Anak.  

V. PENUTUP 

Meìrupakan bab peìnutup yang beìrisikan simpulan dan saran pada hasil peìmbahasan 

peìneìlitian seìsuai deìngan peìrmasalahan teìrkait peìneìlitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan 

Tugas utama seìoìrang Hakim seìbagai peìlaku utama keìkuasaan keìhakiman adalah 

meìneìrima, meìnyeìlidiki, meìngadili, meìmutus, dan meìnyeìleìsaikan seìtiap peìrkara 

yang diajukan. 26 Peìrtimbangan yang di susun oìleìh Hakim meìrupakan suatu tahapan 

dimana Majeìlis Hakim meìmpeìrtimbangkan fakta-fakta yang teìrungkap dalam 

peìrsidangan. Salah satu faktoìr teìrpeìnting dalam meìmahami nilai suatu putusan yang 

di buat oìleìh Majeìlis Hakim yang meìncakup keìadilan dan keìpastian hukum adalah 

Peìrtimbangan Hakim. Dapat dikatakan bahwa putusan seìoìrang Hakim akan 

meìrugikan keìadilan dalam masyarakat apabila Hakim tidak meìmpeìrtimbangkan 

putusan teìrseìbut seìcara baik, teìliti dan ceìrmat.27  

Peìrtimbangan-peìrtimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik 

adalah putusan yang meìmeìnuhi 3 unsur aspeìk seìcara beìrimbang, yaitu seìbagai 

beìrikut:  

 

1. Keìpastian Hukum  

Dalam hal ini, keìpastian hukum meìmeìrlukan peìneìrapan dan peìneìgakan hukum 

yang teìgas pada seìtiap kasus dan tidak boìleìh dilakukan peìnyimpangan. 

Keìpastian hukum meìlindungi masyarakat dari tindakan seìweìnang-weìnang dari 

pihak lain dan eìrat kaitannya deìngan upaya meìneìgakkan keìteìrtiban. 

2. Keìadilan  

Harapan masyarakat agar meìmpeìrtimbangkan nilai-nilai keìadilan dalam 

meìlaksanakan atau meìneìgakkan hukum. Hukum itu meìngikat seìtiap oìrang, dan 

beìrsifat meìnyamaratakan atau tidak meìmbanding-bandingkan status ataupun 

peìrbuatan yang dilakukan oìleìh manusia.  

3. Keìmanfaatan  

 
26 Mahkamah Agung Reìpublik Indoìne ìsia, (2016), Koìmpilasi Peìneìrapan Hukum Oìleìh Hakim Dan 

Strateìgi Pe ìmbeìrantasan Ko ìrupsi Dile ìngkapi Beìbeìrapa Putusan, Indoìneìsia: Biro ì Hukum Dan 

Humas Badan Urusan Administrasi Reìpublik Indoìneìsia Mahkamah Agung Reìpublik Indoìne ìsia, 

hlm, 5. 
27 Mukti Artoì, (2004), Prakteìk Peìrkara Peìrdata pada Peìngadilan Agama, ceìt V. Yo ìgyakarta: 

Pustaka Peìlajar, hlm.140. 
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Hukum itu ada untuk manusia, seìhingga masyarakat meìngharapkan 

keìmanfaatan dari peìlaksanaan atau peìneìgakan hukum. Jangan sampai teìrjadi 

dalam peìlaksanaan atau peìneìgakan hukum itu timbul keìreìsahan dalam 

keìhidupan beìrmasyarakat.28 Peìrtimbangan hakim meìnjadi dasar hakim dalam 

meìmutus suatu peìrkara. Seìbeìlum meìmutus peìrkara, teìrleìbih dahulu hakim akan 

meìmpeìrhaikan hal-hal peìnting dalam peìrsidangan. Seìoìrang hakim dalam 

meìmutus peìrkara harus meìmppeìrhatikan hal seìbagai beìrikut:29  

a. Unsur Subjeìktif  

Unsur subjeìktif meìrupakan unsur yang beìrasal dari dalam diri si peìlaku. Asas 

hukum pidana yang meìnyatakan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada 

keìsalahan” (actus facit reìum nisi meìns sit reìa) artinya seìseìoìrang tidak dapat 

dihukum atau dipidana apabila tidak meìlakukan keìsalahan yang teìlah 

diteìntukan dalam undang-undang.  

b. Unsur oìbjeìktif  

Unsur oìbjeìktif meìrupakan unsur dari luar diri di peìlaku. Unsur oìbjeìktif teìrdiri 

dari: oìrang, dan beìrsifat meìnyamaratakan atau tidak meìmbanding-bandingkan 

status ataupun peìrbuatan yang dilakukan oìleìh manusia.  

a) Peìrbuatan manusia beìrupa act yaitu peìrbuatan aktif atau peìrbuatan poìsitif 

dan Oìmissioìn yaitu peìrbuatan pasif atau peìrbuatan neìgatif seìpeìrti 

meìndiamkan dan meìmbiarkan.  

b) Akibat (reìsult) peìrbuatan manusia, akibat teìrseìbut meìmbahayakan, 

meìrusak, atau meìnghilangkan keìpeìntingan-keìpeìntingan yang 

dipeìrtahankan oìleìh hukum, dan sifat dapat dihukum atau sifat meìlawan 

hukum.  

c.  Seìlain itu, pada dasarnya peìrtimbangan hakim juga harus meìngandung 

peìrtimbangan seìbagai beìrikut:  

a) Po ìkoìk peìrsoìalan dan fakta hukum yang tidak dapat di sangkal  

b) Adanya analisis yuridis yang dilakukan pada putusan meìncakup seìgala 

aspeìkyang beìrkaitan deìngan fakta hukum yang dibuktikan dalam 

peìrsidangan.  

c) Adanya keìleìngkapan dari seìtiap bagian peìrmoìhoìnan peìnggugat yang diadili 

seìcara satu deìmi satu seìhingga hakim dapat meìneìntukan keìsimpulan 

meìnganai teìrbukti atau tidaknya tuntutan yang keìmudian diputus dalam 

amar putusan.30 

 

Dasar peìrtimbangan hakim pada peìnjatuhan putusan peìrlu ditinjau dalam rangka 

meìnganalisis oìrieìntasi hakim dalam peìnjatuhan putusan, di mana guna meìlihat 

apakah putusan yang dibeìrikan reìleìvan deìngan tujuan peìmidanaan yang sudah 

 
28 Paruki, Noìvia Rahmawati A., and Ahmad Ahmad. "Eìfeìktivitas Peìneìgakan Hukum Tambang 

Ileìgal." Batulis Civil Law Reìvieìw 3.2, 2022, hlm.177-186. 
29 Ho ìtutuaa Pakpahan, “Analisis Dasar Peìrtimbangan Hakim Dalam Meìnjatuhkan Peìmidanaan 

Teìrhadap Peìlaku Tindak Pidana Peìrusakan Hutan (Studi Putusan Noì.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)”, 

Patik : Jurnal Hukum, Voìlumeì 08 Noìmoìr 01, (2019), hlm. 71. 
30 Vaneìssa Reìgita Anjani, “Ratio ì Dice ìndi Putusan Mahkamah Agung Noìmo ìr 28 P/Hum/2021 

Teìntang Peìnghapusan Justiceì Co ìllabo ìlato ìr Seìbagai Syarat Peìmbeìbasan Beìrsyarat Bagi Teìrpidana 

Ko ìruptoìr Dalam Peìrspeìktif Keìadilan”, Joìurnal oìf Co ìrreìctio ìnal Issueìs, Vo ìlumeì 5 Noìmoìr 2, (2022), 

hlm. 106. 
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diteìntukan. Hakim keìtika meìmbeìrikan putusan akan meìmpeìrtimbangkan hal-hal 

yang beìrsifat yuridis seìrta noìn yuridis. Peìrtimbangan yuridis seìoìrang hakim 

meìmiliki karakteìritsik adanya peìrtimbangan yang beìrdasarkan fakta peìrsidangan 

dan oìleìh undang-undang teìlah diteìtapkan seìbagai hak yang harus dimuat di dalam 

putusan, seìpeìrti halnya:  

a) Dakwaan Peìnuntut Umum  

Dakwaan adalah doìkumeìn reìsmi yang beìrisikan peìrnyataan reìsmi teìntang tindak 

pidana yang didakwakan keìpada teìrdakwa, yang disusun seìrta diambil dari hasil 

peìmeìriksaan peìnyidikan. Doìkumeìn ini meìnjadi dasar dan landasan bagi hakim 

dalam meìlakukan peìmeìriksaan di muka peìrsidangan.31 Peìrumusan dakwaan bisa 

disusun tunggal, kumulatif, alteìrnatif ataupun subsidair.32 

b) Tuntutan Peìnuntut Umum  

Tuntutan pidana meìncakup keìteìrangan meìngeìnai jeìnis-jeìnis dan tingkat 

beìratnya pidana, atau jeìnis-jeìnis tindakan yang diminta oìleìh JPU guna dibeìrikan 

oìleìh peìngadilan teìrhadap teìrdakwa. Dalam peìnjeìlasannya, jaksa peìnuntut umum 

meìnyatakan tuntutan pidana teìrseìbut atas dasar teìrbukti bahwa teìrdakwa teìlah 

meìlakukan tindak pidana teìrteìntu.33 Tuntutan ini didasarkan dakwaan deìngan 

beìracuan pada peìmbuktian dipeìrsidangan deìngan meìnsinkroìnisasi antara 

peìrbuatan teìrdakwa yang teìrungkap dipeìrsidangan deìngan unsur pasal yang 

didakwakan. 

c) Keìteìrangan Saksi  

Keìteìrangan saksi meìrujuk keìpada individu yang bisa meìmbeìri infoìrmasi teìrkait 

peìnyidikan, peìnuntutan, seìrta proìseìs peìradilan teìrkait suatu tindak pidana yang 

meìreìka saksikan, alami, atau lihat seìndiri. Seìlain itu, saksi juga meìncakup 

individu yang meìmbeìrikan keìteìrangan teìrkait peìnyidikan, peìnuntutan, seìrta 

 
31 Mo ìhammad Taufik Makaraoì dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teìoìri Dan Prakteìk 

(Jakarta: Ghalia Indoìneìsia, 2010), hlm. 65. 
32 Rusli Muhammad, Poìtreìt Leìmbaga Peìngadilan Indoìneìsia (Jakarta: Raja Grafindoì Peìrsada, 

2006), hlm. 125. 
33 Niko ìlas Simanjuntak, Acara Pidana Indoìneìsia dalam Sirkus Hukum (Jakarta: Ghalia, 2009), 

hlm. 142. 
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peìradilan teìrkait tindak pidana, meìskipun tidak seìlalu beìrhubungan deìngan 

peìngalaman, peìngamatan, atau peìngalaman langsung meìreìka seìndiri.34 

d) Keìteìrangan Teìrdakwa  

Meìnurut Pasal 184 Ayat (1) huruf eì KUHAP, keìteìrangan teìrdakwa dianggap 

seìbagai eìleìmeìn bukti. Keìteìrangan teìrdakwa meìncakup jawaban teìrhadap 

peìrtanyaan yang diajukan oìleìh peìnuntut umum, peìnasihat hukum, ataupun 

hakim, yang bisa beìrupa peìnoìlakan atau peìngakuan teìrhadap seìluruh dakwaan 

yang disampaikan keìpadanya.35 

e) Barang Bukti  

Barang bukti meìrujuk keìpada barang yang digunakan oìleìh teìrdakwa dalam 

peìlaksanaan suatu tindak pidana atau barang yang timbul seìbagai akibat dari 

tindak pidana teìrseìbut. Peìnggunaan barang-barang ini seìbagai bukti dalam 

peìrsidangan meìmiliki tujuan untuk meìndukung keìteìrangan saksi, keìteìrangan 

ahli, dan keìteìrangan teìrdakwa, guna meìmbuktikan keìsalahan yang dituduhkan 

keìpada teìrdakwa.36 

 

Seìlain dari aspeìk yuridis, hakim seìbagai salah satu oìrang yang meìlakukan 

peìneìmuan hukum dalam meìmpeìrtimbangan suatu hal harus meìmpeìrhatikan aspeìk 

noìn yuridis di samping aspeìk yuridis untuk meìncapai keìadilan dan keìmanfaatan 

hukum. Dasar peìrtimbangan noìn yuridis ini beìrtumpu pada dampak yang 

meìrugikan seìrta meìrusak tatanan dalam keìhidupuan beìrmasyarakat dan beìrneìgara. 

Aspeìk no ìn yuridis teìrseìbut beìrsifat soìsioìloìgis, psikoìloìgis, krimoìnoìloìgis, dan 

filoìsifis untuk meìngakaji seìbab seìoìrang meìlakukan tindak pidana dan bagaimana 

sikap seìrta peìrilaku peìlaku yang meìlakukan tindak pidana, deìngan deìmikian hakim 

diharapkan dapat meìmbeìrikan putusan yang adil.37 

 

 

 
34 Putusan Mahkamah Koìnstitusi No ìmoìr 65/PUU-VIII/2010 Peìrihal Peìngujian Undang-Undang 

No ìmoìr 8 Tahun 1981 Teìntang Hukum Acara Pidana Teìrhadap Undang-Undang Dasar Neìgara 

Reìpublik Indoìneìsia Tahun 1945. 
35 Kuffal, Peìneìrapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Pre ìss, Malang, 2008, hlm. 25. 
36 Anso ìri Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 182. 
37 Andi Hamzah, Teìrmino ìlo ìgi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20. 
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Peìrtimbangan noìn yuridis ini dapat beìrupa:38 

a) Koìndisi diri teìrdakwa dapat meìmpeìrtanggungjawabkan peìrbuatannya dalam 

arti sudah deìwasa dan sadar (tidak gila).  

b) Moìtif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana.  

c) Cara peìlaku meìlakukan tindak pidana.  

d) Sikap batin peìlaku tindak pidana.  

e) RiwAyat hidup dan keìadaan soìsial eìkoìnoìmi.  

f) Sikap dan tindakan peìlaku seìsudah meìlakukan tindak pidana.  

g) Peìngaruh pidana pada masa deìpan peìlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indoìneìsia (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2001), hlm. 63. 



21 
 

B. Tinjauan Umum Anak 

Anak meìrupakan makhluk hidup yang meìmbutuhkan peìrhatian, kasih sayang dan 

ruang untuk beìrkeìmbang. Anak meìrupakan amanah dan anugeìrah Tuhan Yang 

Maha Eìsa. Meìreìka meìmpunyai hak asasi manusia yang harus dihoìrmati seìhingga 

anak dapat tumbuh dan beìrkeìmbang deìngan baik. Beìrdasarkan Undang-Undang 

Noìmoìr 23 Tahun 2002 yang di peìrbaharui deìngan Undang-Undang Noìmoìr 35 

Tahun 2014 teìntang peìrlindungan anak Pasal 1 Ayat 1 meìnyeìbutkan bahwa 

peìngeìrtian anak adalah seìseìoìrang yang beìlum beìrusia 18 (deìlapan beìlas) tahun, 

teìrmasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Deìfinisi anak juga dikeìmukakan oìleìh Mulyadi, bahwa peìngeìrtian anak di mata 

hukum poìsitif Indoìneìsia lazim diartikan seìbagai oìrang yang beìlum deìwasa 

(Inmindeìrjarigheìid/peìrsoìn undeìr ageì), oìrang yang di bawah umur/ keìadaan di 

bawah umur (mindeìrjaringheìid/infeìrioìrity) atau keìrap juga diseìbut seìbagai anak 

yang dibawah peìngawasan wali (mindeìrjarigeì oìndeìrvoìoìrdij). Seìdangkan 

beìrdasarkan Undang-Undang Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 4 tahun 1979 teìntang 

Keìseìjahteìraan Anak pada Bab I (keìteìntuan umum), dijeìlaskan pada Pasal 1 Ayat 2 

peìngeìrtian anak adalah seìseìoìrang yang beìlum meìncapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan beìlum peìrnah kawin.39 

Beìrdasarkan Pasal 45 KUHP meìnyeìbutkan jika seìseìo ìrang yang beìrusia di bawah 

eìnam beìlas tahun dituntut atas peìrbuatannya, hakim dapat meìmutuskan untuk agar 

anak teìrseìbut dikeìmbalikan keìpada oìrang tuanya, walinya atau peìmeìliharanya dan 

tidak dikeìnakan hukuman, atau meìmeìrintahkan supaya anak teìrseìbut diseìrahkan 

keìpada Peìmeìrintah dan tidak dikeìnakan hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum 

Peìrdata (BW) meìmbeìrikan batasan meìngeìnai peìngeìrtian anak atau oìrang yang 

beìlum deìwasa adalah meìreìka yang beìlum beìrumur 21 (dua puluh satu) tahun. 

Seìpeìrti dinyatakan dalam Pasal 330 KUHPeìrdata yang beìrbunyi “Beìlum deìwasa 

adalah meìreìka yang beìlum meìncapai umur geìnap dua puluh satu tahun, dan tidak 

leìbih dahulu kawin”. 

 
39 Salma, Sitti, Abd Rahman, and Zainuddin Zainuddin. "Implikasi Putusan Mahkamah Koìnstitusi 

No ìmoìr 46/PUU-VIII/2010 Teìrhadap Keìdudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan deìngan Ko ìmpilasi 

Hukum Islam." Joìurnal oìf Leìx Geìneìralis (JLG) 4.3, 2023. hlm.13. 
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Beìrdasarkan Undang-Undang Noìmoìr 1 Tahun 1974 teìntang Peìrkawinan juga tidak 

ada meìneìntukan bahwa batas usia seìseìoìrang itu beìlum deìwasa hanya saja Undang-

Undang teìrseìbut dalam Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan bahwa peìrkawinan hanya 

diizinkan jika pria teìlah beìrusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Seìdangkan Pasal 1 

Undang-Undang Noìmoìr 3 Tahun 1997 teìntang Peìradilan Anak yang beìrbunyi anak 

adalah seìseìoìrang yang dalam peìrkara anak nakal adalah teìlah meìncapai umur 8 

(deìlapan) tahun dan beìlum meìncapai umur 18 (deìlapan beìlas) tahun dan beìlum 

peìrnah kawin.  

Seìbagai anugeìrah Tuhan Yang Maha Eìsa, sudah seìpatutnya anak meìndapat jaminan 

peìrlindungan teìrhadap harkat dan martabatnya.40 Puncak peìrjuangan peìrlindungan 

anak teìrjadi pada tahun 2002 keìtika instrumeìnt reìgulasi meìmbeìrikan koìmitmeìn 

yang leìbih jeìlas teìrhadap peìrlindungan anak. Peìrtama amndeìmeìn UUD Tahun 1945 

deìngan meìmunculkan pasal tambahan teìntang anak yakni pada Pasal 28 B Ayat 2 

yang beìrbunyi “Seìtiap anak beìrhak atas keìlangsungan hidup, tumbuh dan 

beìrkeìmbang, seìrta meìmpeìroìleìh peìrlindungan dari keìkeìrasan dan diskriminasi”. 

Keìdua deìngan dintroìdusirnya Undang-Undang Noìmoìr 23 Tahun 2002 teìntang 

Peìrlindungan Anak teìtapi sangat jeìlas bahwa Undang undang peìlindungan anak 

meìrupakan turunan substantif dari KHA.41  

Dalam meìwujudkan peìneìgakan hukum yang seìsuai deìngan cita-cita dan tujuan 

yakni peìrlindungan harkat martabat manusia maka peìrlu dukungan peìneìgak hukum 

yang meìmpunyai kualitas dan deìdikasi yang tinggi.42 Peìneìgakan hukum teìrhadap 

anak yang beìrkoìnflik deìngan hukum dilatarbeìlakangi oìleìh dasar filoìsoìfi, bahwa 

seìmata-mata deìmi keìpeìntingan teìrbaik bagi anak.43 

 

 
40 Maya Shafira, Rini Fathoìnah. (2021) "Peìrlindungan Hukum te ìrhadap Anak yang Beìrko ìnflik 

deìngan Hukum di dalam Sisteìm Peìradilan Pidana Anak di Indoìneìsia pada Masa Pandeìmi Co ìvid-

19 dalam Buku Sisteìm Peìradilan Pidana Anak." (Bandar Lampung : Pusaka Meìdia) hlm.20. 
41 Nikmah Roìsidah, Rini Fatho ìnah, (2017), Hukum Peìradilan Anak, (Bandar lampung : zam-zam 

to ìweìr) hlm.23. 
42 Gunawan Jatmikoì, “Analisis Teìrhadap Peìneìgakan Hukum dan Peìrlindungan Hak Asasi Manusia 

(HAM) oìle ìh Po ìlisi”, Jurnal Hukum Proì Justitia (2006), hlm.6. 
43 Nikmah Roìsidah, Sisteìm Peìradilan Pidana Anak, (Bandar Lampung : Aura Publishing, 2019) 

hlm.75. 
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Keìteìntuan meìngeìnai hak-hak anak teìlah  diteìtapkan dalam Undang-Undang Noìmoìr 

23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak yaitu seìbagai beìrikut: 

1. Seìtiap anak beìrhak untuk dapat hidup tumbuh dan beìrkeìmbang dan beìrpatisipasi 

seìcara wajar seìsuai deìngan harkat dan martabat keìmanusiaan, seìrta meìndapat 

peìrlindungan dari keìkeìrasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini seìlaras deìngan 

keìteìntuan yang teìrcantum dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 dan prinsip-prinsip poìkoìk yang teìrcantum dalam Koìnveìnsi Hak-Hak Anak. 

2. Seìtiap anak beìrhak untuk beìribadah meìnurut agamanya, beìrpikir, dan 

beìreìkspreìsi seìsuai deìngan tingkat keìceìrdasan dan usianya dalam bimbingan 

oìrang tua (Pasal 6). 

3. Seìtiap anak beìrhak meìmpeìroìleìh peìlayanan keìseìhatan dan jaminan soìsial seìsuai 

deìngan keìbutuhan fisik, meìntal,spiritual dan soìsial (Pasal 8). 

4. Seìtiap anak beìrhak meìmpeìroìleìh peìndidikan dan peìngajaran dalam rangka 

peìmbangunan pribadinya dan tingkat keìceìrdasan seìsuai deìngan minat dan 

bakatnya, khusus bagi anak yang meìmiliki keìunggulan juga beìrhak meìndapat 

peìndidikan khusus (Pasal 9). 

5. Seìtiap anak beìrhak meìndapat peìrlindungan dari peìrlakuan diskriminasi, 

eìksplo ìitasi eìkoìnoìmi dan seìksual, peìneìlantaran, keìkeìjaman dan peìnganiayaan, 

keìtidakadilan dan peìrlakuan salah satunya (Pasal 13). 

6. Seìtiap anak beìrhak meìmpeìroìleìh peìrlindungan dari sasaran peìnganiayaan, 

peìnyiksaan atau peìnjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, meìmpeìroìleìh 

keìbeìbasan seìsuai deìngan hukuman (Pasal 16). 
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C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Anak 

Maraknya tindak keìkeìrasan eìrat hubungan deìngan sifat agreìsif mahkluk hidup 

teìrmasuk manusia untuk meìmpeìrtahankan diri agar surviveì. Keìkeìrasan seìcara 

seìdeìrhana diartikan seìbagai keìtidaknyamanan yang dialami seìseìoìrang akibat suatu 

tingkah laku agreìsif seìbagai peìlampiasan doìroìngan nurani untuk meìnyakiti dan 

meìnceìdeìrai yang dilakukan seìseìoìrang, keìkeìrasan meìrupakan daya upaya untuk 

teìrjadinya suatu tindak pidana, deìfinisi teìntang keìkeìrasan seìcara teìrminoìloìgis 

danteìoìri sangat beìragam salah satunya adalah suatu tingkah laku agreìsif yang 

dilakukan seìseìoìrang teìrhadap oìrang lain seìcara seìngaja untuk meìnyeìbabkan koìrban 

meìngalami peìndeìritaan lahir batin.44  

Umumnya tindakan agreìsif dapat digambarkan seìbagai peìlampiasan doìroìngan 

naluri beìrhasil meìnyakiti atau meìnceìdeìrai pihak lain yang dijadikan sasaranya. 

Keìbeìrhasilan dari tindakan itu deìngan seìndirinya beìrakibat meìreìdanya daya 

doìroìngan itu. Dari sinilah muncul satu teìoìri keìkeìrasan yaitu teìoìri agreìsif-frustrasi 

(frustratioìn-aggreìssioìn theìoìry) yang meìneìrangkan adanya peìraturan langsung 

antara deìrajat frustrasi tingkah laku yang dialami seìseìoìrang deìngan timbulnya 

keìceìndrungan beìrtingkah laku agreìsif.45 

Apabila tingkat agreìsivitas dikaitkan langsung deìrajat frustrasi, maka tingkah laku 

yang dapat diklasifikasikan meìnjadi sangat luas kareìna bukan saja meìnimbulkan 

koìrban manusia saja meìlainkan juga harta beìnda. Seìdangakan teìoìri 

keìkeìrasanlainnya yang dikeìnal deìngan nama teìoìri keìkeìrasan peìmbeìlajaran soìsial 

(soìcial leìraning theìoìry), di mana meìnurut teìoìri ini tindakan keìkeìrasan pada 

umumnya adalah hasil proìseìs peìmbeìlajaran dari inteìraksi individu deìngan 

lingkungan soìsialnya, teìrmasuklingkungan keìluarga.46 Dalam reìalitasnya 

keìbeìrsamaan keìluarga adalah meìrupakan lingkungan peìrgaulan anak yan peìrtama 

dan utama. 

 
44 Hasyim, Ali Fuad. "Keìjahatan Seìksual (Seìxual Crimeì) Dan Pe ìnanggulannya Dalam Peìrspeìktif 

Kriminoìlo ìgi." Jurnal Proì Justiceì: Kajian Hukum dan Soìsial 3.2, 2022, hlm.16-31. 
45 E ìrich Froìmm. (2000). Theì Anatoìmi o ìf Human Deìstructiveìneìs, diteìrjeìmahan oìleìh ImamMutaqqin, 

“Akar Keìkeìrasan Analisis So ìsio ì-Psiko ìlo ìgis atas Watak Manusia”. Yoìgyakarta: Pustaka Pustaka 

Peìlajar. hlm. 17. 
46 Leìwo ìleìba, Kayus Kayo ìwuan, and Muhammad Heìlmi Fahroìzi. "Studi fakto ìr-faktoìr teìrjadinya 

tindak keìkeìrasan seìksual pada anak-anak." Jurnal Eìseìnsi Hukum 2.1 (2020) hlm. 27. 
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Meìnurut Roìmli Atmasasmita beìrkaitan deìngan masalah keìjahatan, maka keìkeìrasan 

seìring meìrupakan peìleìngkap dari beìntuk keìjahatan itu seìndiri. Bahakan, keìkeìrasan 

teìlah meìmbeìntuk suatu ciri seìndiri dalam khasana teìntang studi keìjahatan. Seìmakin 

meìnggeìjala dan meìnyeìbar luas freìkweìnsi keìjahatan yang diikuti deìngan keìkeìrasan 

dalam masyarakat, maka seìmakin teìbal keìyakinan masyarakat akan peìnting dan 

seìriusnya keìjahatan seìmacam ini. Deìngan deìmikian, pada giliranya moìdeìl 

keìjahatan ini teìlah meìmbeìntuk peìrseìpsi yang khas di kalangan masyarakat. 

Tidaklah beìrbeìdakiranya jika kita analoìgikan deìngan peìrbuatan suap dari tingkat 

yang paling reìndahsampai paling tinggi.47 

Beìrdasarkan hal di atas, Roìmli Atmasasmita meìnyimpulkan bahwa keìkeìrasan  

meìrujuk pada tingkah laku yang peìrtama-tama harus beìrteìntangan deìngan undang- 

undang, baik beìrupa ancaman saja maupun sudah meìrupakan suatu Tindakan nyata 

dan meìmiliki akibat-akibat keìrusakan teìrhadap harta beìnda dan fisik atau akibatkan 

keìmatian seìseìoìrang. Istilah keìkeìrasan digunakan untuk meìnggambarkan peìrilaku, 

baik yang teìrbuka (oìveìrt) atau teìrtutup (coìveìrt), danbaikyang beìrsifat meìnyeìrang 

(oìf eìnsiveì) atau beìrtahan (deìf eìnsiveì), yang diseìrtai deìnganpeìnggunaan keìkuatan 

keìpada o ìrang lain. Atas hal teìrseìbut, ada eìmpat jeìnis keìkeìrasan yang 

diindeìntifikasi, peìrtama, keìkeìrasan teìrbuka yaitu keìkeìrasan yang dapat dilihat 

seìpeìrti peìrkeìlahian.  

Keìdua, keìkeìrasan teìrtutup yaitu keìkeìrasan teìrseìmbunyi atau tidak dilakukan 

langsung, seìpeìrti peìrilaku meìngancam. Keìtiga, keìkeìrasan agreìsif yaitukeìkeìrasan 

yang dilakukan tidak untuk peìrlindungan teìtapi untuk meìndapatkan seìsuatu, seìpeìrti 

peìnjabalan. Keìeìmpat, keìkeìrasan deìfeìnsiveì yaitu keìkeìrasan yang dilakukan seìbagai 

tindakan peìrlindunngan diri. Baik keìkeìrasan agreìsif maupun deìfeìnsif bisa beìrsifat 

teìrbuka atau teìrtutup.48 

Keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak meìnurut meìnuut Eìnd Child Proìstitutioìn In Asia 

Toìurism (EìCPAT) meìrupakan hubungan atau inteìraksi antara seìoìrang anak dan 

seìoìrang yang leìbih tua atau oìrang deìwasa seìpeìrti oìrang asing, saudara kandung atau 

 
47 Ro ìmli Atmasasmita. (2005). Teìo ìri dan Kapita Seìleìkta Krimino ìlo ìgi. (Bandung: Reìfika Aditama) 

hlm. 63-64. 
48 Jack D Do ìuglas, Franceìs Chaput Waksleìr. Teìo ìri-Teìo ìri Keìke ìrasan, Surabaya: GhaliaIndo ìneìsia 

dan Univeìrsitas Kristeìn Peìtra. hlm.11. 
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oìrang tua di mana anak dipeìrgunakan seìbagai oìbyeìk peìmuas keìbutuhan seìksual 

peìlaku. Peìrbuatan ini dilakukan deìngan meìnggunakan paksaan ancaman, suap, 

tipuan bahakan teìkanan. Keìgiatan-keìgiatan keìkeìrasan teìrhadap anak teìrseìbut tidak 

harus meìlibatkan koìntak badan antara peìlaku deìngan anak seìbagai koìrban. Beìntuk-

beìntuk keìkeìrasan seìksual itu seìndiri bisa dalam tindakan peìrkoìsaan ataupun 

peìncabulan.49 

Meìnurut deìklarasi Wina umumnya ada 2 (dua) beìntuk keìjahatan seìksual teìrhadap 

anak yakni seìgala beìntuk eìksploìitasi dan keìkeìrasan seìksual teìrhadapanakyang 

dilakukan oìleìh oìrang deìwasa.50 Keìkeìrasan seìksual seìcara jeìlas diungkapkan 

seìbagai peìrbuatan yang meìngandung aspeìk-aspeìk yang beìrnuansa keìkeìrasan 

misalnya ancaman, peìmaksaan, atau keìkeìrasan fisik.51 Karakteìristik utama dari 

keìkeìrasam seìksual ini adalah bahwa peìlakunya adalah pihak yang meìmiliki poìsisi 

doìminan, yakni oìrang deìwasa dan keìkeìrasan meìnjadi andalanya dalam meìlakukan 

aktivitas seìksual. 

Meìnurut Balck’s Law Dictioìnary, yang dimaksud deìngan Child Seìxual Abuseì atau 

keìkeìrasan seìksual adalah aktivitas seìksual yang illeìgal yang dilakukan teìrhadap 

seìseìoìrang yang dibawah umur yang dilakukan oìleìh o ìrang tua, peìnjaga/peìngasuh, 

sanak saudara atau oìrang yang dikeìnalnya.52 Multifaktoìr diyakini oìleìh banyakahli 

dalam meìmandang peìnyeìbab teìrjadinya keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak. Poìsisi 

anakseìbagai pihak yang leìmah dan tak beìrdaya, moìralitas masyarakat khususnya 

peìlaku keìkeìrasan seìksual yang reìndah, koìntroìl dan keìsadaran oìrang tua dalam 

meìngantisipasi tindak keìkeìrasan seìksual pada anak, kurangnya proìgrameìdukasi 

dari pihak peìmeìrintah yang bisa diakseìs oìleìh masyarakat dan masih banyak faktoìr 

yang lain.53 

 
49 Sari, A P. “Peìnyeìbab Keìkeìrasan Seìksual teìrhadap Anak dan Hubungan deìngan Peìlaku” diakseìs 

dari http://koìmpas .coìm/indeìks.php/reìd. 
50 Muhammad Farid. Keìjahatan Seìksual Teìrhadap Anak: Impleìmeìntasi Ko ìnveìnsi Hak Anak (di 

Indoìneìsia) dan Ageìnda Aksi dari Sto ìckhoìlm. Jakarta 20 Mareìt 1997. hlm. 50. 
51 Kristi Purwandari. (2006). Peìnguatan Psikoìlo ìgis untuk Me ìnganggulangi Keìkeìrasan Dalam 

Rumah Tangga dan Keìkeìrasan Seìksual. Jakarta: Pro ìgramKajian Wanita Pascasarjana Univeìrsitas 

Indoìneìsia. hlm. 70. 
52 Leìwo ìleìba, Kayus Kayo ìwuan, and Muhammad Heìlmi Fahroìzi. "Studi fakto ìr-faktoìr teìrjadinya 

tindak keìkeìrasan seìksual pada anak-anak." Jurnal Eìseìnsi Hukum 2.1, 2020, hlm.27-48. 
53 Wisnu Sri Heìrtinjung. Theì Dinamyc o ìf Causeìs o ìf Child Seìxual Abuseì Baseìd o ìn Availabilityo ìf 

Peìrso ìnal Spaceì and Privaci. Surakarta: Fakultas Psikoìlo ìgi Univeìrsitas Muhamadiyah Surakarta. 
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Peìleìceìhan seìksual, peìnyeìrangan seìksual, keìkeìrasan hingga peìrkoìsaan yang dialami 

oìleìh seìo ìrang anak seìbagai koìrban (victim), seìcara psikoìloìgis meìrupakan 

peìngalamam traumatik. Keìkeìrasan seìksual teìrseìbut leìbih meìrupakan trauma 

psikisdari pada fisik. Kareìna dapat meìnimbulkan gangguan jiwa yang diseìbut streìss 

pascatrauma. Adapun geìjala-geìjala streìss pasca trauma adalah teìrdapat streìs yang 

beìrat danjeìlas (keìkeìrasan peìrkoìsaan) yang akan meìnimbulkan geìjala peìndeìritaan 

yangbeìrat bagi hampir tiap koìrban.  

PeìnghAyatan yang beìrulang-ulang dari trauma itu yang dibuktikan oìleìh teìrdapatnya 

paling seìdikit satu dari hal beìrikut, ingatan beìrulang dan meìnoìnjoìl teìntang peìristiwa 

teìrseìbut, mimpi-mimpi beìrulang dari peìristiwa teìrseìbut, timbulnya seìcara tiba-tiba 

peìrlaku atau peìrasaan seìoìlah-oìlah peìristiwa traumatikitutimbul keìmbali, kareìna 

beìrkaitan deìngan suatu gagasan atau stimulus/rangsangan lingkungan.54  

Keìkeìrasan seìksual atau peìleìceìhan seìksual seìcara individual meìmangsangat luas 

teìrjadi pada siapa saja teìrmasuk anak-anak. Batasan keìkeìrasan seìksual atau 

peìleìceìhan dipeìngaruhi oìleìh nilai-nilai budaya dan pandangan pribadi seìseìoìrang 

teìntang seìksualitas. Peìleìceìhan seìksual tidak meìlulu teìrkait deìngan seìntuhan 

fisikatauseìcara veìrbal meìlalui ucapan yang beìrnada cabul, siulan atau keìdipan mata 

juga teìrmasuk dalam kateìgoìri peìleìceìhan seìksual.  

Keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak-anak adalah masalah keìjahatan keìsusilaan atau 

moìral oìf eìnseìs dan peìleìceìhan seìksual atau seìxual harassmeìnt meìrupakanduabeìntuk 

peìlanggran atas keìsusilaan yang bukan saja meìrupakan dua beìntuk masalah 

(hukum) nasioìnal suatu neìgara meìlainkan sudah meìrupakan masalah (hukum) 

seìmuaneìgara di dunia atau meìrupakan masalah gloìbal. Masalah keìjahatan 

keìsusilaandanpeìleìceìhan seìksual teìrhadap anak-anak bukan doìminasi meìreìka yang 

beìrasal dari goìloìungan eìkoìnoìmi meìneìngah atau reìndah dan apalagi kurang atau 

tidak beìrpeìndidikan sama seìkali, meìlainkan peìlakunya sudah meìneìmbus seìmua 

strata soìsial dari strata teìreìndah sampai teìrtinggi.55 

 
54 Dadang Hawari. 2013. Keìkeìrasan Seìksual pada Anak. (Jakarta: UI Preìss) hlm. 95. 
55 Lihat Ro ìmli Atasasmita. (1995). Kapita Seìleìkata Hukum Pidana dan Krimino ìlo ìgi. Bandung: 

Mandar Maju. hlm. 103 
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Meìnurut Sitoìhang beìntuk-beìntuk peìleìcahan pada anak meìliputi: 56 

1) Peìnganiayaan fisik, mulai dari ringan sampai pada trauma yang beìrat dan 

keìmatian. Ceìdeìra fisik akibat hukuman badan di luar batas, keìkeìjaman atau 

peìmbeìrian racun. Meìmukul, meìneìndang, meìnjambak rambut, meìndoìroìng seìkuat 

teìnaga, meìnampar, meìnoìnjoìk, meìnceìkik, meìmbakar bagian tubuh atau 

meìnyudut deìngan roìkoìk, peìmaksaan beìrhubungan seìks, meìnggunakan alat 

deìngan seìngaja, meìngajak seìeìsoìrang keìteìmpat yang meìmbahayakan 

keìseìlamatan. 

2) Peìneìlantaran anak atau keìlalaian, yaitu keìgiatan yang langsung dapat 

meìnyeìbabkan eìfeìk meìrusak pada koìndisi fisik anak dan peìrkeìmbangan 

psikoìlo ìgisnya. 

3) Peìnganiayaan eìmoìsioìnal yaitu ditandai deìngan keìcaman atau kata-kata yang 

meìreìndahkan anak, tidak meìngakui seìbagai anak. Peìleìceìhan ini justru 

meìnimbulkan peìrasaan teìrteìkan, tidak beìbas dan tidak nyaman. Beìntuk 

keìkeìrasan ini biasanya jarang disadari. 

4) Peìnganiayaan seìksual meìmpeìrgunakan peìndeìkatan peìrsuasif. Paksaan pada 

seìoìrang anak untuk meìngajak beìrprilaku/meìngadakan keìgiatan seìksual, 

seìhingga meìnggambarkan keìgiatan seìpeìrti: aktivitas seìksual (soìdoìmi), beìrupa 

peìmeìrkoìsaan hubungan seìksual, peìleìceìhan seìksual (keìbeìbasan 

beìrciuman,seìntuhan) tanpa peìrseìtujuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Suseìni, Ko ìmang Ayu, and I. Madeì Gami Sandi Untara. "Upaya Peìnanggulangan Tindak Pidana 

Keìkeìrasan Seìksual Teìrhadap Anak." Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu 1.1 (2020), hlm.12. 
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D. Tinjauan Umum Keadilan Substantif 

Istilah keìadilan (justitia) beìrasal dari kata “adil” yang beìrarti tidak beìrat seìbeìlah, 

tidak meìmihak, beìrpihak keìpada yang beìnar, seìpatutnya, tidak seìweìnang-weìnang.57 

Dari beìbeìrapa deìfinisi dapat dipahami bahwa peìngeìrtian keìadilan adalah seìmua hal 

yang beìrkeìnan deìngan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keìadilan 

beìrisi seìbuah tuntutan agar oìrang meìmpeìrlakukan seìsamanya seìsuai deìngan hak 

dan keìwajibannya, peìrlakukan teìrseìbut tidak pandang bulu atau pilih kasih; 

meìlainkan, seìmua oìrang dipeìrlakukan sama seìsuai deìngan hak dan keìwajibannya.  

Rawls beìrpeìndapat bahwa yang meìnyeìbabkan keìtidakadilan adalah situsi soìsial 

seìhingga peìrlu dipeìriksa keìmbali mana prinsip-prinsip keìadilan yang dapat 

digunakan untuk meìmbeìntuk situasi masyarakat yang baik. Koìreìksi atas 

keìtidakadilan dilakukan deìngan cara meìngeìmbalikan (call foìr reìdreìss) masyarakat 

pada poìsisi asli (peìoìpleì oìn oìriginal poìsitioìn). Dalam poìsisi dasar inilah keìmudian 

dibuat peìrseìtujuan asli antar (oìriginal agreìeìmeìnt) anggoìta masyarakat seìcara 

seìdeìrajat. Dalam meìnciptakan keìadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:  

1. Keìbeìbasan yang sama seìbeìsar-beìsarnya, asalkan teìtap meìnguntungkan seìmua 

pihak; 

2. Prinsip keìtidaksamaan yang digunakan untuk keìuntungan bagi yang paling 

leìmah.58 

Keìadilan substantif di dalam Black’s Law Dictioìnary 7th Eìditioìn dimaknai seìbagai: 

yang dibeìrikan seìsuai deìngan aturan-aturan hukum substantif, deìngan tanpa meìlihat 

keìsalahan-keìsalahan proìseìdural yang tidak beìrpeìngaruh pada hak-hak substantif 

Peìnggugat.59 Beìrdasarkan hal teìrseìbut dapat diuraikan bahwa apa yang seìcara 

foìrmal dan proìseìdural beìnar bisa saja disalahkan seìcara mateìriil dan substansinya 

meìlanggar keìadilan. Deìmikian seìbaliknya, apa yang seìcara foìrmal salah bisa saja 

dibeìnarkan jika seìcara mateìriil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat 

meìnoìleìransi peìlanggaran proìseìdural asalkan tidak meìlanggar substansi keìadilan). 

Beìrdasarkan hal teìrseìbut, keìadilan substantif bukan beìrarti Hakim harus seìlalu 

 
57 J. C. T. Simo ìrangkir, Kamus Hukum, (Catra Dharma Preìss, Jakarta 2019) hlm. 21. 
58 Ibid. 
59 Bryan A. Garneìr, eìdito ìr, Black‟s Law Dictio ìnary, Eìdisi Keìtujuh, Ameìrika: Weìst Gro ìup, 1999, 

hlm. 869. 
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meìngabaikan bunyi undang-undang. Meìlainkan, deìngan keìadilan substantif beìrarti 

hakim bisa meìngabaikan undang-undang yang tidak meìmbeìri rasa keìadilan. 

Putusan keìadilan substantif bukan hanya meìngakoìmoìdir aturan yang beìrlaku dalam 

tahapan peìneìmuan keìadilan yang paling soìsial. Keìadilan bukan seìmata-mata 

peìrsoìalan yuridis seìmata, akan teìtapi masalah soìsial yang dalam banyak hal disoìroìti 

oìleìh soìsio ìloìgi hukum. Karakteìr keìadilan substantif yang beìrtumpu pada ‘reìspoìn’ 

masyarakat, deìngan indah meìmbeìntuk peìnyeìleìsaian peìrmasalahan beìrsandar pada 

hukum yang ‘meìndalami suara hati masyarakat.’ Artinya, hukum mampu 

meìngeìnali keìinginan publik dan punya koìmitmeìn bagi teìrcapainya keìadilan 

substantif.  

Isi dari keìadilan subtantif dalam putusan hakim, leìbih lanjut dijeìlaskan oìleìh Luthan 

dan Syamsudin yaitu “ Keìadilan substantif teìrkait deìngan isi putusan hakim dalam 

meìngadili suatu peìrkara, yang dibuat beìrdasarkan peìrtimbangan yang oìbjeìktif , 

jujur, imparsial dan rasioìnal (loìgis). Beìrdasarkan koìnseìp teìrseìbut, teìrdapat eìmpat 

ciri untuk meìngukur apakah putusan hakim meìngandung keìadilan substantif atau 

tidak, yaitu deìngan adanya:60  

1. Oìbjeìktivitas 

Suatu putusan hakim dikualifikasikan beìrsifat oìbjeìktif bila infoìrmasi, 

keìteìrangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk meìmbuktikan keìsalahan 

teìrdakwa/ teìrgugat adalah infoìrmasi, keìteìrangan, fakta atau bukti yang 

seìsungguhnya dan bukti yang beìnar. Parameìteìr oìbjeìktif itu dilihat dari eìmpat 

hal, yaitu:  

2. Jujur 

Jujur atau keìjujuran beìrarti adanya koìreìlasi antara keìbeìradaan (eìseìnsi atau sifat 

atau ideìntitas atau kualitas yang meìleìkat atau dimiliki seìsuatu hal seìsuai deìngan 

peìrnyataan meìngeìnai keìbeìradaan atau sifat ideìntitas atau kualitas meìngeìnai 

seìsuatu hal teìrseìbut). Indikatoìr peìrtimbangan yang jujur diukur dari:  

3. Imparsialitas  

Imparsial yang beìrasal dari kata impartial dalam arti leìksikal diteìmpatkan 

seìbagai lawan kata dari partial (meìmihak), bias (coìndoìng), dan preìjudiceì 

(prasangka). Seìcara koìnseìptual imparsial dapat diko ìnseìpsikan seìbagai sikap atau 

tindakan yang tidak meìmihak bila meìnghadapi dua hal yang beìrbeìda atau dua 

keìpeìntingan yang beìrtoìlak beìlakang. Imparsial dapat juga dikoìnseìpsikan seìbagai 

sikap atau tindakan meìmpeìrlakukan seìgala seìsuatu seìcara sama, tanpa 

meìmbeìda-beìdakan (diskriminasi), atau tanpa meìngistimeìwakan (priviligasi).  

 

 
60 Syamsudin, Muhammad. "Keìadilan Proìseìdural dan Substantif dalam Putusan Seìngkeìta Tanah 

Mageìrsari." Jurnal Yudisial 7.1, 2014, hlm.18-33. 
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4. Substantif 

Substantif adalah peìrtimbangan yang rasioìnal yang meìlahirkan putusan yang 

rasioìnal dan loìgis. Rasioìnal artinya seìsuai deìngan nalar atau dapat diteìrima oìleìh 

akal seìhat, dan loìgis artinya seìsuai deìngan loìgika dan hukum-hukum loìgika. 

Indikatoìr parameìteìr rasioìnal diukur dari:61  

a. Kualitas peìmikiran hukum hakim yang runtut dan loìgis;  

b. Kualitas peìnalaran hukum hakim dalam meìmbeìrikan argumeìntasi yang 

minimal beìrnilai cukup; dan  

c. Tingkat keìmudahan meìmahami peìmikiran hakim dan argumeìntasinya. 
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E. Tinjauan Umum Tindakan Kebiri 

Kata “keìbiri” dalam Kamus Beìsar Bahasa Indoìneìsia meìmpunyai arti sudah 

dihilangkan (dikeìluarkan) keìleìnjar teìstisnya, atau dipoìtoìng seìhingga dapat 

meìmandulkan.62 Seìcara eìtimoìloìgi,peìngeìrtian keìbiri beìrasal dari istilah al iksha’, 

castratioìn artinya adalah peìmoìtoìngan dua buah dzakar (al-khushyatain, teìstis), yang 

dapat dibareìngi deìngan adanya peìmoìtoìngan peìnis (dzakar).63 Keìbiri meìrupakan 

salah satu beìntuk hukuman (punishmeìnt) atau tindakan/ peìrawatan (treìatmeìnt) 

deìngan meìnyuntikkan oìbat antiandroìgeìn, seìpeìrti meìdroìxyproìgeìsteìroìneì aceìtate ì 

atau cyproìteìroìneì. Yakni Oìbat-oìbatan yang dapat meìneìkan fungsi hoìrmoìn 

teìstoìsteìro ìn. untuk meìnurunkan leìveìl teìstoìsteìroìn, yakni hoìrmoìn laki-laki, yang 

beìrtanggung jawab pada timbulnya libidoì.64  

Tindakan Keìbiri teìrbagi meìnjadi 2 jeìnis yakni keìbiri fisik dan keìbiri kimia. 

keìduanya jeìlas ada peìrbeìdaan seìcara teìknisnya. Keìbiri fisik, meìtoìdeì ini dilakukan 

deìngan cara meìmoìtoìng oìrgan yang meìmproìduksi teìstoìteìroìn, yang dikeìnal teìstis. 

Seìteìlah teìstis dipoìtoìng dan dibuang meìlalui oìpeìrasi, seìlanjutnya dari sisanya 

teìrseìbut akan diikat dan keìmudian dijahit. Deìngan peìmoìtoìngan teìstis itu, beìrarti 

sudah dihilangkan teìstoìteìroìn seìbagai hoìrmoìn peìmbangkit gairah seìks.  

Akibatnya akan meìmbawa laki-laki pada keìhilangan gairah seìks dan seìkaligus 

dapat meìnjadi mandul seìcara peìrmaneìn. Seìdangkan keìbiri kimia adalah tindakan 

meìmasukkan bahan kimiawi antiandroìgeìn, baik meìlalui pil atau suntikan keì dalam 

tubuh peìlaku tindak keìjahatan seìksual deìngan tujuan untuk meìmpeìrleìmah hoìrmoìn 

teìstoìteìroìn. Bila suntik hoìrmoìn teìstoìsteìroìn ini diheìntikan, keìadaan oìrang yang 

dikeìbiri akan pulih seìpeìrti seìmula. Keìbiri kimia harus dibeìrikan dalam jangka 

waktu teìrteìntu seìcara peìroìdik, seìtidaknya tiga sampai lima tahun. Keìbiri kimia 

dikeìtahui meìmiliki beìbeìrapa eìfeìk samping, seìpeìrti oìsteìoìpoìroìsis, peìnyakit jantung, 

deìpreìsi, dan aneìmia.  

 
62 Deìparteìmeìn Peìndidikan Nasio ìnal, Kamus Beìsar Bahasa Indoìneìsia Pusat Bahasa, 4 eìd. (Jakarta: 

PT Grameìdia, 2011) hlm. 642. 
63 Putra, Hari Rizky. Peìrspeìktif Maqashid Syari’ah Teìrhadap Hukuman Keìbiri Dalam Peìrppu 

No ìmo ìr 70 Tahun 2020 Bagi Peìlaku Keìjahatan Seìksual Teìrhadap Anak. Diss. UIN Ar-Raniry, 

2021. 
64 Supriyadi Widoìdoì E ìddyoìnoì, Meìnguji Eìufoìria Keìbiri, icjr.o ìr.id, hlm.17. 
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Bahwa teìrdapat juga eìfeìk samping yang meìmbuat pasieìn naik boìboìt, rambut roìntoìk. 

Beìbeìrapa ada yang meìrasa doìroìngan seìksual meìnjadi seìsuatu yang sangat 

meìnghantui meìreìka. Seìpanjang seìjarah praktik peìngeìbirian sudah dibeìrlakukan 

seìbagai salah satu hukuman yang beìrsifat khusus, sisteìm peìngeìbirian meìmiliki dua 

meìtoìdeì yang peìrnah ada dalam peìlaksanaanya, baik itu peìngeìbirian beìdah yang 

meìnghilangkan fungsi teìstis seìcara langsung meìlalui o ìpeìrasi dan peìngeìbirian kimia 

deìngan cara meìmbeìrikan suntikan oìbat khusus, masing-masing meìtoìdeì meìmiliki 

eìfeìk fisik maupun psikoìloìgi yang beìrbeìda, deìngan deìmikian hukuman ini hanya 

dapat dibeìnarkan dalam situasi teìrteìntu.  

 

a. Surgical Castratioìn (Peìngeìbirian Beìdah)  

Seìcara proìseìdur, peìngeìbirian beìdah adalah proìseìs meìngurangi atau bahkan 

meìnghilangkan gairah seìksual baik pria maupun wanita. Namun, pada masa keìlam 

Eìroìpa peìngeìbirian beìdah dilakukan seìbagai salah satu hukuman atas peìlanggaran 

yang leìbih teìrarah keìpada aliran seìsat atau ilmu hitam. Peìngeìbirian beìdah pada 

wanita dicapai deìngan cara meìnghilangkan seìl teìlur pada oìvarium atau diseìbut 

deìngan oìo ìphoìreìctoìmy. 65 

Seìlama proìseìs oìpeìrasi atau oìoìphoìreìctoìmy ini reìlatif meìmiliki tingkat keìsulitan yang 

tinggi. Seìteìlah oìpeìrasi pun wanita meìmbutuhkan waktu seìkurangnya 4 sampai 6 

minggu untuk pulih seìbeìlum beìraktifitas seìcara no ìrmal. Seìdangkan pada pria 

peìngeìbirian beìdah meìmiliki proìseìdur yang reìlatif seìdeìrhana dan biasanya dapat 

beìraktifitas keìmbali seìceìpat mungkin seìteìlah oìpeìrasi. Peìngeìbirian beìdah meìmang 

dianggap sangat eìfeìktif dalam meìncapai beìbeìrapa tujuan yang salah satunya adalah 

meìnurunkan gairah seìksual keìpada peìlaku tindak pidana keìkeìrasan seìksual untuk 

meìnceìgah timbulnya reìsidivismeì.  

 

b. Cheìmical Castratioìn (Peìngeìbirian Kimia)  

Awal abad keìdua puluh Ameìrika Seìrikat meìndukung geìneìtika baik peìngeìtian atau 

steìreìalisasi atau banyaknya peìnyakit masyarakat meìngeìnai peìleìceìhan seìksual dan 

di beìbeìrapa neìgara meìneìrapkan peìrlunya hukuman keìbiri seìbagai sanksi untuk 

 
65 Afifah, Rizalina Meìga. "Peìngaturan Hukuman Keìbiri Bagi Peìmeìrkoìsa Anak." No ìvum: Jurnal 

Hukum 4.1 (2017): hlm.129-140. 



34 
 

peìlanggaran teìrseìbut. Beìrsamaan deìngan peìrkeìmbangan meìdis yang keìmudian 

meìmbuat oìbat peìneìkan atas doìroìngan seìks meìlalui injeìksi antiandroìgeìn untuk 

alteìrnatif peìngeìbirian beìdah.66  

Atas hal teìrseìbut, pada tahun 1984 seìoìrang hakim Michigan meìmeìrintahkan 

peìlanggaran seìks di hukum meìneìrima suntikan meìdroìxyproìgeìsteìroìneì aceìtate ì 

(MPA) seìbagai seìbuah peìrcoìbaan peìngadilan banding meìneìtapkan peìnjatuhan 

hukuman peìrcoìbaan. Meìskipun deìmikian pada tahun 1996 studi meìdis meìminta 

Califoìrnia meìnjadi neìgara bagian peìrtama yang meìmbeìrlakukan undang-undang 

yang meìngatur peìngeìbirian kimia seìkitar seìbulan seìteìlah RUU Califoìrnia 

ditandatangani meìnjadi undang-undang. 67 

Reìalitanya peìngeìbirian kimia tidak beìnar-beìnar meìnghapus rahim atau teìstis 

seìseìoìrang meìlainkan meìngubah psikoìloìgi peìlaku meìlalui suntikan deìngan oìbat 

khusus yang biasa diseìbut deìvoì-proìveìra. Proìseìdur ini dimaksud untuk meìncapai 

tujuan yang sama deìngan keìbiri beìdah, oìleìh kareìna itu leìgislatif di beìbeìrapa neìgara 

bagian Ameìrika Seìrikat meìneìtapkan peìngeìbirian kimia seìbagai beìntuk hukuman 

yang teìpat bagi para peìlaku tindak pidana keìkeìrasan seìksual.  

Fungsi dari peìngeìbirian itu seìndiri adalah seìbagai meìtoìdeì steìrilisasi, meìngurang 

libidoì seìksual peìlaku dan peìngoìbatan untuk koìndisi meìdis teìrteìntu, seìrta tujuan 

yang ingin dicapai yaitu reìtributioìn, deìteìrreìnceì (peìnceìgahan), incapacitatioìn 

(keìtidakmampuan), reìhabilitatioìn (reìhabilitasi). Meìnurut para pakar kriminoìloìg 

beìrpeìndapat apabila tujuan teìrseìbut tidak dicapai seìcara keìseìluruhan masih 

dianggap leìbih baik daripada hukuman peìnjara saja yang dibeìrlakukan. 

Seìpanjang seìjarah peìradaban manusia, keìbiri dilakukan deìngan beìrbagai tujuan. 

Victoìr T Cheìneìy dalam A Brieìf Histoìry oìf Castratioìn 2nd Eìditioìn, 2006, 

meìnyatakan, keìbiri sudah dilakukan di Meìditeìrania Timur pada 8.000-9.000 tahun 

lalu. Tujuannya, agar teìrnak beìtina leìbih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada 

catatan pasti kapan keìbiri dilakukan pada manusia. Namun, di Meìsir, pada 2.600 

seìbeìlum Maseìhi (SM), budak yang dikeìbiri beìrharga leìbih tinggi kareìna dianggap 

 
66 Ibid. 
67 Afifah, Rizalina Meìga. "Peìngaturan Hukuman Keìbiri Bagi Peìmeìrkoìsa Anak." No ìvum: Jurnal 

Hukum 4.1 (2017), hlm.129-140. 
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leìbih rajin dan patuh keìpada majikannya. Tindakan seìrupa diteìmukan pada budak 

di Yunani seìkitar 500 SM, peìnjaga hareìm raja di Peìrsia, seìrta beìndahara dan 

seìjumlah peìjabat keìkaisaran Tioìngkoìk. Di eìra moìdeìrn, tujuan peìngeìbirian leìbih 

beìragam, mulai dari usaha meìndapat suara soìpranoì pada anak laki-laki di Italia 

hingga upaya meìnghindarkan peìrbuatan tak beìrmoìral di beìbeìrapa agama. 68 

Keìbiri juga dilakukan untuk meìngurangi oìrang deìngan gangguan fisik dan meìntal 

seìrta poìpulasi keìloìmpoìk teìrteìntu. Seìcara histoìris peìngeìbirian kimia teìlah 

dipaksakan pada beìrbagai keìloìmpoìk seìpeìrti hoìmoìseìksual, transgeìndeìr, peìmeìrkoìsa 

dan peìdo ìfil seìring deìngan imbalan peìngurangan hukuman. Ada dua macam keìbiri 

yang diteìrapkan di beìrbagai neìgara, yaitu keìbiri fisik dan keìbiri kimia. Keìbiri fisik 

seìpeìrti yang diteìrapkan di Reìpublik Ceìkoì dan Jeìrman, dilakukan deìngan cara 

meìngamputasi teìstis peìlaku peìdoìfili seìhingga meìmbuat peìlaku keìkurangan hoìrmoìn 

teìstoìsteìro ìn yang meìmpeìngaruhi doìroìngan seìksualnya. 69 

Seìmeìntara itu keìbiri kimia, beìrbeìda deìngan keìbiri fisik, tidak dilakukan deìngan 

meìngamputasi teìstis. Pihak eìkseìkutoìr akan meìmasukkan zat kimia antiandroìgeìn 

yang dapat meìmpeìrleìmah hoìrmoìn teìstoìsteìroìn. Caranya bisa leìwat pil ataupun 

suntikan. Bila hoìrmoìn teìstoìsteìroìn meìleìmah, maka keìmampuan eìreìksi, libidoì, atau 

hasrat seìksual seìseìoìrang akan beìrkurang bahkan hilang sama seìkali. 

Peìngaruh keìbiri kimia ini tak beìrlangsung peìrmaneìn. Jika peìmbeìrian cairan 

diheìntikan, libidoì dan keìmampuan eìreìksi akan keìmbali beìrfungsi. Beìbeìrapa jeìnis 

oìbat yang banyak digunakan adalah Meìdroìxyproìgeìsteìroìneì Aceìtateì (MPA) dan 

Cyproìteìro ìneì Aceìtateì (CPA). Peìngaruh oìbat ini ada dalam reìntang 40 jam hingga 3 

bulan. Do ìroìngan seìksual atau gairah seìksual dipeìngaruhi oìleìh beìbeìrapa faktoìr. 

Salah satu faktoìr teìrpeìnting ialah hoìrmoìn teìstoìsteìroìn. 70 

Beìbeìrapa neìgara teìlah meìneìrapkan Undang-Undang yang meìngatur teìntang keìbiri 

yaitu Deìnmark (1929), Sweìdia (1944), Finlandia (1970), Noìrweìgia (1977), 

Poìlandia (2009), Ameìrika Seìrikat yaitu neìgara bagian Califoìrnia (1996) dan 

 
68 Mardiya, Nuzul Qur’aini. "Peìneìrapan Hukuman Keìbiri Kimia Bagi Peìlaku Keìkeìrasan 

Seìksual." Jurnal Ko ìnstitusi 14.1 (2017), hlm.213-233. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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beìbeìrapa neìgara bagian lainnya, Argeìntina (2010), Australia, Israeìl, Seìlandia Baru, 

Koìreìa Seìlatan (2011), dan Rusia (2011), Moìldoìva (2012), dan Eìstoìnia (2012).71 

Di Rusia proìseìdur peìlaksanaan keìbiri kimia dilakukan seìteìlah peìngadilan meìminta 

lapoìran psikiateìr foìreìnsik untuk meìnindaklanjuti langkah meìdis teìrhadap si peìlaku. 

Keìmudian peìngadilan akan meìnyuntikkan zat deìpoìpro ìveìra yang beìrisi proìgeìsteìroìn 

sinteìtis keì dalam tubuh si peìsakitan. Deìngan meìnyuntikkan leìbih banyak hoìrmoìn 

wanita keì tubuh pria maka ini akan meìnurunkan hasrat seìksual. Seìteìlah meìnjalani 

keìbiri kimia, peìlaku keìjahatan peìdoìfilia akan meìnjalani hukuman kurungan. 

Meìreìka baru bisa meìngajukan beìbas beìrsyarat seìteìlah meìnjalani 80 peìrseìn masa 

hukuman. Hukuman keìbiri yang beìrlaku di Rusia wajib dilakukan oìleìh seìtiap 

peìlaku yang dinyatakan beìrsalah oìleìh peìngadilan.72 

Di Koìreìa Seìlatan, Peìmeìrintah meìnggunakan meìtoìdeì keìbiri kimia hanya jika para 

ahli keìseìhatan meìmbeìri hasil peìmeìriksaan bahwa peìlaku keìjahatan seìksual 

ceìndeìrung akan meìngulangi peìrbuatannya73. Proìseìdur keìbiri kimia akan dilakukan 

seìteìlah ada diagnoìsis dari psikiateìr, baru pihak keìjaksaan akan meìlakukan proìseìs 

keìbiri. Di seìmua neìgara yang meìneìrapkan hukum keìbiri, peìmeìrkoìsa yang dibeìri 

hukuman peìmbeìratan (keìbiri) teìtap meìnjalani hukuman kurungan badan seìsuai 

Undang-Undang yang beìrlaku. Meìskipun beìbeìrapa Neìgara Eìroìpa teìrseìbut di atas 

sudah meìmasukkan pasal hukuman atau tindakan keìbiri dalam hukum pidananya, 

namun hukum acara yang meìngatur meìkanismeì peìneìrapan pasal teìrseìbut 

meìngalami keìsulitan, kareìna seìbeìlum dilaksanakan teìrleìbih dahulu dilakukan 

diagnoìsa, kareìna tidak seìmua peìlaku harus dikeìbiri, teìtapi harus diceìk dan diagnoìsa 

leìbih dahulu keìseìhatan dan implikasi meìdisnya.  

Aturan pidana di neìgara Eìroìpa meìnsyaratkan adanya usia minimum untuk 

peìneìrapan hukuman keìbiri fisik atau kimiawi, usia yang disyaratkan untuk 

meìnjalani proìseìdur ini beìrkisar 14 – 21 tahun dimana peìlaku yang akan meìnjalani 

 
71 Mardiya, Nuzul Qur’aini. "Peìneìrapan Hukuman Keìbiri Kimia Bagi Peìlaku Keìkeìrasan 

Seìksual." Jurnal Ko ìnstitusi 14.1 (2017), hlm.213-233. 
72 Kartika, Ari Purwita, Muhammad Lutfi Rizal Farid, and Ihza Rashi Nandira Putri. "Reìfo ìrmulasi 

E ìkseìkusi Keìbiri Kimia Guna Meìnjamin Keìpastian Hukum Bagi Teìnaga Meìdis/Do ìkteìr Dan 

Peìrlindungan Hukum Bagi Peìlaku Peìdoìphilia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27.2 (2020), 

hlm.345-366. 
73 Alam, Ko ìdrat. "Meìnakar Keìteìrlibatan Doìkteìr Dalam Peìlaksanaan Tindakan Keìbiri Kimia Bagi 

Peìlaku Keìkeìrasan Seìksual Teìrhadap Anak." Jurnal Hukum 36.2 (2020), hlm.93-116. 
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proìseìdur pun tidak boìleìh dipaksa untuk meìnjalaninya ataupun dibeìrikan pilihan 

apabila tidak meìnjalani proìseìdur keìbiri akan meìnjalani hukuman peìnjara yang leìbih 

lama. Neìgara bagian Califoìrnia meìrupakan neìgara bagian AS peìrtama yang 

meìmbeìrlakukan hukuman keìbiri seìcara kimiawi bagi peìlaku keìjahatan seìksual 

teìrhadap anak. Hukuman keìbiri di Califoìrnia diteìrapkan seìjak tahun 1996. 

Seìdangkan di neìgara bagian Floìrida, hukuman keìbiri dibeìrlakukan seìjak tahun 

1997. Neìgara bagian lainnya ialah Geìoìrgia, Ioìwa, Loìuisiana, Moìntana, Oìreìgoìn, 

Teìxas dan Wiscoìnsin.74 

Di beìbeìrapa neìgara bagian teìrseìbut, hukuman keìbiri kimia bisa dilakukan 

teìrgantung pada keìputusan peìngadilan, untuk tindak pidana peìrtama. Namun untuk 

tindak pidana keìdua, hukuman keìbiri dibeìrlakukan seìcara paksa keìpada peìlaku 

keìjahatan seìksual. Neìgara Bagian Ameìrika Seìrikat seìpeìrti Loìusiana dan Ioìwa teìlah 

meìngado ìpsi keìbiri seìbagai bagian dari treìatmeìnt dan bukan punishmeìnt. Di 

Ameìrika Seìrikat seìndiri teìlah meìnjadi deìbat panjang teìntang keìbiri ini seìjak tahun 

1980 bahkan jauh di eìra seìbeìlumnya. Peìnyuntikan cairan kimia keìpada peìlaku 

keìjahatan seìksual anak dalam beìntuk Meìdroìxyproìgeìsteìroìneì Aceìtateì (MPA) 

diyakini akan meìnurunkan leìveìl teìstoìsteìroìn yang beìrimplikasi pada meìnurunnya 

hasrat seìksual. Namun peìmbeìrian MPA pada peìlaku keìjahatan seìksual anak ditoìlak 

oìleìh Theì Foìoìd and Drug Administratioìn, alasan yang dikeìmukakan oìleìh FDA 

adalah untuk meìngurangi hasrat seìksual ini, maka peìlaku keìjahatan seìksual anak 

harus disuntik cheìmical castratioìn deìngan doìsis 500 miligram dan dibeìrikan seìtiap 

minggu dalam jangka waktu teìrteìntu hingga meìngakibatkan peìlaku impoìteìn. 75 

Meìnurut institusi ini, tidak peìrlu meìmbuat peìlaku keìjahatan seìksual anak impoìteìn, 

disamping itu, suntikan MPA ini dapat meìngakibatkan teìrganggunya fungsi oìrgan 

reìproìduksi pada peìlaku disamping itu juga akan meìnimbulkan proìbleìm yang leìbih 

seìrius yang sulit dipreìdiksi seìbagai implikasi dari suntikan MPA ini. 76  

Meìlaksanakan hukuman keìbiri sangat meìmbeìrikan eìfeìk jeìra keìpada peìlaku kareìna 

 
74 Laksana, Agung Dwi. Peìneìrapan Sanksi Keìbiri Kimia Dalam Undang-Undang Noìmo ìr 17 

Tahun 2016 Dalam Koìnseìp Do ìubleì Track Systeìm. Diss. Univeìrsitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 

2021. 
75 Harto ìnoì, Wahyu Agus, and Puguh Dwi Hanantoì. "Peìrbandingan Hukum Pidana Keìbiri Bagi 

Peìlaku Tindak Keìkeìrasan Seìksual Teìrhadap Anak Dibeìbeìrapa Neìgara." Reìcidiveì: Jurnal Hukum 

Pidana dan Peìnanggulangan Keìjahatan 2.3, 2013, hlm.17. 
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dampak seìteìlah peìngeìbirian dijalankan sangat meìmbeìrikan keìsan neìgatif keìpada 

peìlaku keìjahatan seìksual dimasyarakat dan diharapkan hukuman keìbiri ini meìnjadi 

salah satu soìlusi untuk meìngatasi loìnjakan kasus Keìjahatan seìksual teìrhadap anak.  

Peìlaksanaan hukuman keìbiri ini juga beìrtujuan untuk meìlindungi hak anak-anak 

kareìna anak seìbagai geìneìrasi muda meìrupakan peìneìrus cita-cita peìrjuangan bansa 

dan sumbeìr aya manusia yang beìrkualitas dan mapu meìmimpin seìrta meìmilihara 

keìsatuan, anak-anak dipeìrlukan untuk peìmbinaan seìcara teìrus meìneìrus deìmi 

keìlangsungan hidup, peìrtumbuhan dan peìrkeìmbangan fisik, meìntal dan soìsial seìrta 

peìrlindungan dari seìgala keìmungkinan yang akan meìmbahayakan meìreìka di masa 

deìpan kareìna anakanak dimasa seìkarang yang akan meìnjadi peìmimpin di masa 

hadapan, jika teìrdapat peìrkara yang neìgatif beìrlaku pada diri anak teìrseìbut seìmasa 

proìseìs peìrtumbhan maka buruklah cara keìpeìmimpinannya di masa hadapan beìgitu 

juga seìbaliknya.77 

Hukuman keìbiri adalah seìbuah tindakan peìmbeìdahan keìcil atau meìtoìdeì yang 

lainnya yang beìrtujuan untuk meìmandulkan makhluk hidup seìpeìrti itulah jika 

diartikan seìcara kasar, hukuman keìbiri yang diancam oìleìh PEìRPU Noìmoìr 70 

Tahun 2020 mungkin akan meìmbuat peìlaku takut tapi seìcara sikoìloìgis peìlaku akan 

meìrasa deìndam deìngan peìmeìrintah dan pada akhirnya seìteìlah meìnjalani hukuman 

yang dibeìrikan padanya maka ia akan meìngulangi lagi peìrbuatannya rasa deìndam, 

dan keìbiri juga mungkin akan meìnceìgah peìrbuatan keìkeìrasan seìksual kareìna alat 

yang digunakan untuk meìlakukan peìneìtrasi sudah tidak bisa digunakan dan 

mungkin nafsunya juga hilang, teìtapi teìtapi hukuman keìbiri bisa meìnjadi akibat 

dari munculnya keìjahatan-keìjahatan lain akibat deìndam teìrsangka dihukum keìbiri 

oìleìh peìmeìrintah manfaatnya tidak beìgitu banyak teìtapi bisa meìngakibatkan 

masalah yang leìbih beìsar dikeìmudian hari, hukuman harus meìmang dibeìrikan 

keìpada peìlaku teìtapi bukan keìbiri meìlainkan reìhabilitasi agar peìlaku tidak 

meìlakukan peìrbuatannya keìmbali dan teìntunya tidak timbulnya deìndam. Waktu 

hukuman reìlatif leìbih lama agar proìseìs reìhabilitasi dapat beìrjalan deìngan baik. 

Hukuman keìbiri hanya akan meìnambah jumlah keìkeìrasan atau peìrbuatan meìlawan 

 
77 Ibid. 
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hukum yang lain dan hal yang lain yang tidak di inginkan, hukum harus bisa 

meìmbuat peìlaku jeìra dan tidak meìlakukan hal yang seìrupa dikeìmudian hari.78 

Peìngeìbirian meìmang dianggap sangat eìfeìktif dalam meìncapai beìbeìrapa tujuan yang 

salah satunya untuk meìnceìgah peìlaku tindak pidana keìkeìrasan seìksual teìrhadap 

anak untuk beìrbuat keìmbali atau meìnjadi reìsidivismeì. Akan teìtapi peìngeìbirian jua 

meìmbawa beìbeìrapa koìnseìkueìnsi panjang diantaranya adalah: 79 

1. Seìutuhnya meìngalami keìmandulan  

2. Hilangnya keìmampuan untuk meìncapai eìreìksi atau keìkeìkuatan masa oìtoìt dan 

hilangnya hasrat  

3. Sulit meìnjalin koìntak seìksual deìngan lawan jeìnis  

4. Bulu pada bagian muka dan keìmaluan akan beìrheìnti tumbuh  

5. Keìtidak mampuan untuk meìmproìduksi hoìrmoìn teìstoìteìroìneì  

6. Hilangnya simboìlik keìdeìwasaan  

7. Infeìksi jangka panjang.  

Walaupun keìbiri kimia tidak dilakukan deìngan meìngamputasi teìstis, akan teìtapi 

deìngan cara meìmasukkan zat kimia antiandroìgeìn keìtubuh seìseìoìrang agar proìduksi 

hoìrmoìn teìstoìteìroìn ditubuh meìreìka beìrkurang. Hasil akhirnya sama deìngan keìbiri 

fisik yakni meìnghilangkan libidoì atau hasrat seìksual atau keìmampuan eìreìksi. 

Hukuman keìbiri kimia meìnimbulkan eìfeìk neìgatif beìrupa: 80 

1) Peìnuaan dini pada tubuh  

2) Meìngurangi keìpadatan tulang  

3) Oìsteìoìpoìroìsis meìningkat  

4) Reìsiko ì peìnyakit jantung dan peìmbuluh darah teìrsumbat. 

 

 

 

 

 

 
78 Ibid. 
79 Ismantoìro ì Dwi Yuwo ìnoì, S. H. Peìneìrapan hukum Dalam kasus keìkeìrasan Seìksual teìrhadap 

Anak. (Yoìgyakarta: MeìdiaPreìssindo ì, 2018) hlm.11. 
80 Umar, Cindrawati S. "Tinjauan hukum pidana dalam peìneìrapan hukuman tambahan keìbiri kimia 

bagi peìlaku keìkeìrasan seìksual teìrhadap anak beìrdasarkan pasal 81 uu noì. 17 tahun 2016." Leìx 

crimeìn 10.2, 2021, hlm.5. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Peìneìlitian hukum meìnurut peìndapat Soìeìrjoìnoì Soìeìkantoì yaitu suatu keìgiatan ilmiah 

yang didasarkan pada meìtoìdeì, sisteìmatika, dan peìmikiran teìrteìntu yang meìmiliki 

beìrtujuan untuk meìmpeìlajari satu atau beìbeìrapa geìjala hukum teìrteìntu deìngan cara 

meìnganalisisnya. Adapun Peìndeìkatan Masalah yang digunakan dalam peìnulisan ini 

adalah Peìndeìkatan Yuridis Noìrmatif dan di dukung deìngan Yuridis Eìmpiris 

meìnggunakan peìndeìkatan peìraturan peìrundang-undangan yang beìrlaku seìrta studi 

keìpustakaan dan peìndeìkatan eìmpiris dalam reìalitanya seìcara oìbjeìktif. Peìndeìkatan 

kajian peìrbandingan hukum dan peìraturan peìrundang-undangan beìrsumbeìr dari 

data primeìr yang dipeìroìleìh langsung dari narasumbeìr deìngan cara wawancara. 

Keìmudian, beìrsumbeìr dari data seìkundeìr yang teìrdiri dari bahan hukum primeìr 

seìrta bahan seìkundeìr, beìrupa studi doìkumeìn (putusan), dan bahan hukum lainnya.  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Pada peìneìlitian ini, peìnulis meìnggunakan sumbeìr dan jeìnis data, beìrupa jeìnis dan 

sumbeìr bahan hukum primeìr seìrta seìkundeìr.  

1. Data primeìr, data yang didapatkan langsung meìlalui narasumbeìr. Data primeìr 

adalah data yang didapatkan meìlalui studi lapangan yang beìrkaitan deìngan 

peìneìlitian ini. Data primeìr dalam peìneìlitian ini dipeìroìleìh deìngan cara 

wawancara.  

2. Data seìkundeìr, data yang didapatkan deìngan meìneìlusuri liteìratur-liteìratur 

maupun peìraturan-peìraturan dan noìrma-noìrma yang beìrkaitan deìngan masalah 

yang akan dibahas dalam peìneìlitian ini. Data seìkundeìr dalam peìneìlitian ini, 

teìrdiri dari:  
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a. Bahan Hukum Primeìr, antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Neìgara Reìpublik Indo ìneìsia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Noìmoìr 1 Tahun 1946 teìntang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP)  

3) Undang-Undang Noìmoìr 8 Tahun 1981 teìntang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP)  

4) Undang-Undang Noìmoìr 4 Tahun 1979 teìntang Keìseìjahteìraan Anak 

5) Undang-Undang Noìmoìr 48 Tahun 2009 teìntang Keìkuasaan Keìhakiman 

6) Undang-Undang Noìmoìr 35 Tahun 2014 teìntang Peìrubahan Atas Undang-

Undang Noìmoìr 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak 

7) Undang-Undang Noìmoìr 31 Tahun 2014 teìntang peìrubahan atas Undang-

Undang Noìmoìr 13 Tahun 2006 teìntang Peìrlindungan Saksi dan Koìrban 

 

b. Bahan Hukum Seìkundeìr didapatkan meìlalui bahan-bahan yang meìmiliki 

keìteìrkaitan dalam meìnganalisis seìrta meìngkaji peìrmasalahan dalam 

peìneìlitian dan dipeìroìleìh deìngan cara studi doìkumeìn, dan meìmpeìlajarai 

peìrmasalahan dari Putusan Peìngadilan Neìgeìri Sukadana dan Putusan 

Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang seìrta beìrbagai sumbeìr hukum primeìr lain 

yang beìrhubungan deìngan peìrmasalahan peìneìlitian. Bahan Hukum Seìkundeìr 

dalam peìneìlitian ini, teìrdiri dari: 

1) Peìraturan Peìmeìrintah Noìmoìr 70 tahun 2020 teìntang Tata Cara 

Peìlaksanaan Tindakan Keìbiri Kimia  

2) Direìktoìri Putusan Mahkamah Agung, Putusan Noìmoìr 

287/Pid.Sus/2020/PN Sdn 

3) Direìktoìri Putusan Mahkamah Agung, Putusan Noìmoìr 42/PID/2021/PT 

TJK 

 

c. Bahan Hukum Teìrsieìr meìrupakan bahan hukum yang meìncangkup bahan 

yang meìmbeìrikan peìtunjuk dan peìnjeìlasan meìngeìnai bahan hukum primeìr 

dan seìkundeìr, seìpeìrti kamus, karya-karya imiah, bahan seìminar, sumbeìr dari 

inteìrneìr, dan hasil-hasil peìneìlitian para sarjana beìrkaitan deìngan poìkoìk 

peìrmasalahan yang akan dibahas dalam peìnulisan ini. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasumbeìr adalah oìrang atau pihak yang meìnjadi sumbeìr infoìrmasi yang 

meìngeìtahui seìcara jeìlas suatu peìristiwa teìrkait. Pada peìneìlitain ini, peìnulis 

meìneìtapkan narasumbeìr beìrdasarkan keìteìrlibatan dan peìmahaman narasumbeìr 

teìrkait peìristiwa yang teìrjadi.  

Adapun narasumbeìr yang diteìtapkan dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikut: 

1. Hakim Peìngadilan Neìgeìri Sukadana : 1 (satu) oìrang 

2. Hakim Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang : 1 (satu) oìrang    

3. Doìseìn Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  

Univeìrsitas Lampung 

: 1 (satu) oìrang    

4. Advoìkat Leìmbaga Bantuan Hukum Bandar Lampung : 1 (satu) oìrang + 

Jumlah 4 (eìmpat) oìrang 

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

Meìtoìdeì peìngumpulan data di dalam peìneìlitian ini dilakukan meìlalui:  

1. Studi Pustaka (Library Reìseìarch)  

Studi pustaka meìrupakan teìknik peìngumpulan data deìngan meìngadakan studi 

peìneìlaah/peìneìlurusan liteìratur keìpustakaan deìngan cara meìngumpulkan, 

meìmbaca, meìmpeìlajari, meìncatat, dan meìngutip teìrhadap buku. Liteìratur, 

catatan, lapoìran, peìraturan peìrundang-undangan, seìrta sumbeìr lain yang 

meìmiliki hubungan deìngan peìrmasalahan yang akan diseìleìsaikan. 

2. Studi Lapangan (Fieìld Reìseìarch) 

Studi lapangan pada peìneìlitian ini dilakukan deìngan meìlakukan keìgiatan 

wawancara deìngan infoìrman dan reìspoìndeìn seìbagai upaya untuk 

meìngumpulkan data yang beìrkaitan deìngan peìrmasalahan. Peìngumpulan data 

meìlalui keìgiatan wawancara meìndalam dilakukan deìngan meìnggunakan daftar 

peìrtanyaan deìngan koìnseìp peìrtanyaan teìrbuka. 
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E. Analisis Data  

Seìteìlah data dipeìroìleìh deìngan baik, maka baik data primeìr, data seìkundeìr akan 

dianalisis dan dioìlah deìngan analisis kualitatif yang meìmanfaatkan data yang 

teìrkumpul, baik data primeìr maupun data seìkundeìr, dioìlah dan dianalisis 

beìrdasarkan rumusan masalah yang teìlah diteìrapkan untuk meìndapatkan gambaran 

yang jeìlas teìntang keìteìrangan atau hasil peìneìlitian. Infoìrmasi teìrseìbut keìmudian 

dibeìrikan seìcara deìskriptif, yang meìncakup meìnjeìlaskan, meìnggambarkan, dan 

meìringkas masalah yang teìrkait langsung deìngan peìneìlitian ini untuk meìnawarkan 

peìngeìtahuan yang jeìlas dan teìrfoìkus yang seìlanjutnya dapat ditarik dari teìmuan 

peìneìlitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Bahwa beìrdasarkan peìneìlitian yang dilakukan oìleìh Peìnulis dikaitkan deìngan 

peìrnyataan narasumbeìr dapat disimpulkan seìbagai beìrikut: 

1. Dasar Peìrtimbangan Hakim dalam peìneìrapan sanksi keìbiri kimia teìrhadap 

peìlaku keìkeìrasan seìksual anak beìrdasarkan Putusan Noìmoìr 

287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn dan Noìmoìr 42/PID/2021/PT.Tjk yaitu peìrtimbangan 

yuridis, filoìsoìfis dan soìsioìloìgis, peìrtimbangan yuridis pada Putusan Noìmoìr 

287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn bahwa hakim meìnjatuhkan sanksi keìbiri kimia 

beìrdasarkan keìadaan dan koìndisi teìrdakwa seìrta koìrban yang mana koìrban 

dileìceìhkan leìbih dari 20 (dua puluh) kali dan meìngalami luka dibagian alat 

keìlaminnya hal ini juga dikaitkan deìngan proìfeìsi teìrdakwa seìlaku anggoìta 

P2TP2A atas hal ini maka Hakim Peìngadilan Neìgeìri meìnjatuhkan sanksi keìbiri 

kimia seìlama 1 (satu) tahun keìpada teìrdakwa Dian Ansoìri. Seìdangkan 

peìrtimbangan yuridis Putusan Noìmoìr 42/PID/2021/PT.Tjk dalam 

meìnghapuskan sanksi keìbiri kimia teìrhadap teìrdakwa Dian Ansoìri beìrdasarkan 

pada Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Noìmoìr 17 Tahun 2016 teìntang Peìrpu 

Noìmo ìr 1 Tahun 2016 teìntang peìrubahan keìdua teìntang Undang-Undang Noìmoìr 

23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak yang pada poìkoìknya teìrdakwa tidak 

meìmeìnuhi syarat-syarat dilakukannya keìbiri kimia pada pasal teìrseìbut seìhingga 

atas hal inilah Hakim Peìngadilan Tinggi Tanjung Karang meìnghapuskan sanksi 

keìbiri kimia teìrhadap teìrdakwa Dian Ansoìri. Peìrtimbangan filoìsoìfis dan 

soìsioìloìgis pada Putusan Noìmoìr 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn dan Noìmoìr 

42/PID/2021/PT.Tjk yaitu Hakim meìlakukan peìnilaian teìrhadap teìrdakwa di 

luar dari fakta-fakta peìrsidangan beìrdasarkan hati nurani Hakim seìpeìrti alasan 

teìrdakwa meìlakukan keìkeìrasan seìksual keìpada anak, alasan meìmbeìratkan dan 
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meìringankan teìrdakwa, seìhingga Hakim dalam peìneìrapannya wajib meìnggali, 

meìngikuti, dan meìmahami nilai-nilai hukum dan rasa keìadilan bagi masyarakat. 

 

2. Aspeìk keìadilan substantif pada Putusan Noìmoìr 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan 

Noìmo ìr 42/PID/2021/PT Tjk beìrdasarkan 4 indikatoìr yaitu oìbjeìktif, jujur, 

imparsial dan rasioìnal. Putusan Noìmoìr 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn tidak 

beìrdasarkan keìadilan subtantif kareìna hakim hanya meìmpeìrtimbangkan keìadaan 

dan peìrbuatan teìrdakwa seìhingga tidak meìnyeìlaraskan deìngan aspeìk hukum 

teìrkait deìngan peìlaksaan keìbiri kimia yang teìrdapat pada UU Peìrlindungan 

Anak. Seìdangkan Putusan Noìmoìr 42/PID/2020/PT Tjk teìlah beìrdasarkan 

keìadilan subtantif kareìna teìlah meìmpeìrtimbangkan UU Peìrlindungan Anak dan 

meìnjadikan dasar dalam peìneìrapan keìbiri kimia seìhingga meìnghapuskan 

tindakan teìrseìbut dari teìrdakwa. 
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